
MENTERI
PENDAYAGUNAAI\I APARATT]R NEGARA

DAI\ REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 20T6

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 3I /KEP/M.PAN/3 /2OO3 sudah tidak

sesuai dengan perkembangan dan dalam rangka

pengembangan karier, peningkatan kinerja serta

profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan

tugas pelayanan fungsional di bidang pefpajakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan

Fungsional Pemeriksa Paj ak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262l'

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

b.

Mengingat : 1.



2.

Undang-IJndang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan

Keempert atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Utnum dan Tata Carc- Perpajakatt

menjredi Undang-Undang (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a9991;

undang-undang Nomor 5 Tahun 20 L4 tentang Aparatur

sipil Negara (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL4 Nomor 6, Tambahan L,embaran Negafa Republik

Incionesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nornor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

pemerintah Nomor 40 rahun 2olo tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 TaLrun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil

(lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2010

Norror 51, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5I2Il;
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (t,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20oo Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana

telah diubah dengas Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2003 tentang Perubahran atas Peraturarr

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Forrnasi

Pegawai Negeri sipil (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor I22, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a332);

3.

4.
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2OOO tentang'

Pengada.an Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)'

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengart

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OL3 tentartg

Perubahan I{etiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98

Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2013

Nomor 188, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 54671;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (l'embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4ot7l,

sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2oo2 tentang perubahan atas Peraturarr

Pemerintah Nomor gg Tahun 2000 tent,ang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri sipil (l,embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan [embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2000 terttang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2000

Nomor 198, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9

Wewenang Pengangkatan,

Tahun 2003 tentang

Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263]|,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturart Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubalran atas Peraturan

Pemerintah $Iomor I Tahun 2OO3 tentang Wewenang

6.

7.

8.
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9.

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Negeri sipil (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tatrun

2009 Nomor fta\
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri sipil (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambatral Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintalr Nomor 46 Tahun 2011 tentartg

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri sipil (lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor l2I,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

Peraturan Fresiden Nomor 47 Tahun 2015 tentartg

Kemen.terian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

Keputusan Presiden N6mor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil'

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2OI2 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil

(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L2

Nomor 235);

MEMUTUSI(AN:

PERATIJRAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI RIROKRASI TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK.

10.

11.

T'2,

Menetapkan
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yar1g selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai AsN secara tetap oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan y{rg

herisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keteramPilan tertentu .

4 Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan

fungsional pada instansi pemerintah'

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan pera-turan perundang-undangan'

6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindaJran, clan pemberhentian PNS sesuai dengart

ketentuan peraturan perundang-undangan'

T . Jahratan Fungsional Pemeriksa Pajak adalatr jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,

wewenaflg, dan hak untuk melakukan Pemeriksaan,

Pemeriksaan Bukti Permulaan' dan/atau Penyidikan'
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8. Pemeriksa Pajak adalah PNS di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak yang diberi tugas, tanggLlng jarvab,

wewenang dan hak untuk melakukal Pemeriksaan,

Pemeriksaan Bukti Permulaafl, dan /atau Penyidikan.

Pemeriksa Pajak Kategori Keahlian adalah Pemeriksa

Pajak yang mempunyai kualifikasi profesiona-l yang

pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan

penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik

analisis di bidang pemeriksaan, P€ffieriksaan bukti

permulaan dan I ata.u PenYidikan.

Pemeriksa Pajak Kategori Keterampilan adalah Perneriksa

Pajak yang mempunyai kualifikasi teknis yang

pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan

penguasaan penget4huan teknis, dan prosedur di bidang

pemeriksaan, pemeriksaan bukti perrnulaan dart/ atau

penyidikan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan dxt/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu staldar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan, d26r/atau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

perundang- undangan PerPaj akan'

12. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang

dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang

perpajakan.

13. penyidikan adalah serangkaian tjndakan yang dilakukart

oleh. penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bulrti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

biclang perpajakan dxtlatau tindak pidana pencucian

uang yang pidana asalnya dari tindak pidana di bidang

perpajakan serta menemukan tersangkanya'

9.

10.

11.



,n
I

L4. I-aporal Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat

LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksan aarL dart

hasil pemeriksaan yang disusun oleh pejabat fungsional

Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai

dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaart.

sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat sKP

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS.

Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan

dan latau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang

ha.rus dicapai oleh pejabat fungsional Pemeriksa Pajak'

dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk

pengangkatan dan kenaikan pangkat dan jabatan'

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka

kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat

fungsional Pemeriksa Pajak sebagai salah satu syarat

kenaikan Pangkat dan jabatan'

1g. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Femeriksa Pajak

adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat

yffLgBerwenangdanbertugasuntukmenilaiprestasi

kerja pejabat fungsional Pemeriksa Pajak'

19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikirap, pengembangan, dan hasil kajial/penelitian yang

disusun oleh pemeriksa Pajak baik perorangan atau

kelomPok di bidang PerPa-jakan'

15.

16.

17.
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BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

RumPun Jabatan

Pasal 2

Jabatag Fungsional Pemeriksa Pajak termasuk dalam rumpun

imigrasi, pajak dan asisten profesional yang berkaitan'

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Peme.riksa Paiak berkedudukan sebagai pejabat

fungsional di bidang pemeriksaan, pemeriksaan bukti

permulaan dan/atau PenYidikan'

(2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meruPakan jabatan karier PNS'

BAB III

KATEGORIDANJENJANGJABATANFUNGSIONAL

Pasal 4

( 1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak merupakan jabatan

fungsiorral kategori keterampilan dan kategori keahlian'

(21 Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pqiak kategori

keterarnpilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dari

jenjang terendah sampai jenjang rertinggi, terdiri atas:

a. Pemeriksa Pajak PelaksanalTerampil;

b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjuta,n/Mahir; dan

c. Pemeriksa Pajak PenYelia'
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(3) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kategori

keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari

jenjang terendah sampai jenjang tertitggt, terdiri atas:

a. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama;

b. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda; dan

c. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya.

Jenjang pangkat Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dan ayat (3), sesuai dengan peraturart

perunda.ng-undangan.

Pangl<at untuk masing-masing jedang Jabatart

I.'ungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dan ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit

yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran III sampai

dengan Lampiran VI yang rnerupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

ditetapkan berd.asarkan angka l.:redit yang dimiliki

setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu

melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan

dan/atau penyidikan.

(41

(s)

(6)
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Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

(l ) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak yang dapat dinilaj algka kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(21 Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. pemeriksaan;

c. pemeriksaan bukti Permulaan;

d. penyidikan; dan

e. pengembangan Profesi.

(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdiri atas

a. pendidikan, meliPuti:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh iiaaahlgelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat)

fungsiorlallteknis di bidang pemeriksaal,

pemeriksaan burkti permulaan dan/atau

penyidikan perpajakan serta memperoleh Surat

Tanda Tamat Pendidikan dan Petatihan (STTPP)

atau sertifikat; dan

3. diklat prajabatan;

b. pemeriksaan, meliPuti:

1. kegiatan perencanaan pemeriksaan;

2. pelaksanaan Pemeriksaan; dan

3. pelaporan pemeriksaan;

e. pemeriksaan bukti permulaan, meliputi:

1. kegiatan perencanaan pemeriksaan bukti

permulaan;

2. pelaksanaan pemeriksaan bukti perrnulaan; dan
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3. pelaporan pemeriksaan bukti permulaan;

d. penyidikan, meliPuti:

1. kegiatan perencanaan penyidikan;

2. pelaksanaan PenYidikan; dan

3. pemberkasan;

e. pengembangan Profesi, meliPuti:

1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang

pemeriksaan,P€ffieriksaanbuktipermulaan

dan/atau PenYidikan;

2.penerjemahanlpenyaduranbukudanbahan
lainnya di bidang pemeriksaan, pemeriksaan bukti

permulaan dan I atau penyidikan; dan

3. penyusunan buku pedoman/ketentuart

pelaksanaan/ketentuanteknisdibidang
pemeriksaan,pemeriksaanbuktipermulaarL

Canlatau PenYidikan'

(4) Unsur Penunj&rg, meliPuti:

a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di

bidang pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaall

danlatau PenYidikan;

b. peran serta dalam seminar/lokakaryalkonferensi di

bidang pemeriksaan, pemeriksaarr bukti permulaan

dan/atau PenYidikan;

c.keanggotaandalamOrganisasiProfesi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

e. perolehan Pengharga an lTanda Jasa; dan

f.perolehanijazah,tgelarkesadanaanlainnya.



-12-

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

UraianKegiatanSesuaiJenjangJabatan

Pasal -/

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Kategori Keterampilan sesuai jenjang jabatannya, sebagai

berikut:

a. Pemeriksa Pajak PelaksanalTerampil, meliputi:

1. menyiapkan bahan u.ntuk kegiatan pengamatan;

2. melakukan kegiatan Pengamatan;

3. melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak

(wP);

4.melakukanpermintaanketerangandarr,latau
konfirmasikepadaWajibPajakdan/ataupihak

ketiga; dan

5. melakukan pembahasan akhir dengan wqiib

Pajak.

b. pemeriksa pajak pelaksana Lanjutatrr/Mahir, meliputi:

1. menyusun laporan hasil pengamatan;

2. memeriksa buku, catatan dan dokumen wajib

Pajakdanpihakeksternalyangterkaitdengan

Pemeriksaan;

3.membuatlaporanhasilpemeriksaan(LHP);

4. melakukan penelaahan sejawat dan/atau telaah

khusus;

5. menYiaPkan sarana dan dokumen;

6.mempelajarilnformasi,Data,Laporarr,dan
Pengaduan (IDLP), dokumen yang menjadi dasar

pemeriksaan bukti permulaan, dan data lain

terkait, serta me].akukan pembahasan kasus;

7. melakukan observasi laPangan;
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8. melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak

terkait;

g. melakukan inventarisasi keterangan dutlatau

bukti yang diminta;

10. membuat surat permintaan ketera-ngan dan/atau

bukti;

1 1. memeriksa tempat, ruang, dan / atau barang;

12. membuat berita acara penoiakan;

13. melakukan penyegelan tempat, ruang, darr/atau

barang;

14. menyampaikan laporan pelaksanaan

pemeriksaanbuktipermulaandilokasi;

15. melakukan peminjaman bahan bukti;

16. meminta keterangan kepada pihak yang

dipanggil;

|T.menyusunlaporanpemeriksaanbukti
permulaan;

18. membuat konsep laporan kejadian;

19. mengumpulkan bahan bukti yang akan

dikembalikan dan persiapan dokumen;

20. melakukan kegiatan pengembalian bahan bukti

dan membuat tanda terima pengembalian bahan

bukti;

2I.melakukanpemeriksaanbahanbukti;

22. membuat laporan penanganan tindak pidana

yang diketahui seketika;

23. menyusun jadwal pembahasan dimulainya

Penyidikan dan Penetapan Tersangka;

24. membuat surat pemberitahuan dimulainya

penyidikan dan menyamPaik'annya;

25. menyarnpaikan surat permintaan win

penggeledahan;

26. menyusun permintaan bantuan penggeledahan;

27 . melakukan Penggeledahan;
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28. menyusun permintaan persetrrjuan penyitaan;

29. melakukan PenYitaan;

30. membuat dan menyampaikan surat panggilan

saksi, ahli, dan tersangka;

31. melakukan pemeriksaan terhadap saksi;

32. melakukan pemeriksaan terhadap ahli;

33. melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;

g4.membuatsuratpermintaanbantuan
penangkaPan / Penahanan ;

35. melakukan penangkapan/penahanan;

36. melakukan gelar Perkara;

37. melakukan koordinasi dan menyusun laporan

pelaksanaan koordinasi;

38. membuat surat penyerahan berkas perkara;

39. menyusun berkas Perkara;

40. membuat berita acara serah terima barang bukti;

4l.membuatberitaacatapenyerahantanggung
jawab tersangka;

42.menyampaikansuratpemberitahuanpenyerahan

tersangka;

43. melakukan gelar perkara penghentian

PenYidikan;

44. menyusun pemberitahuan penghentian

penYidikan; dan

45. mendampingi jaksa penuntut umum dalam

persidangan.

c. Pemeriksa Pajak Penyelia, meliputi:

l.menyiapkanbahanuntukmembuatusulan
pemeriksaan;

2. menyiapkan bahan untuk membuat rencana

pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan;

3. membuat nota penghitungan (nothit);

4. menyusun laporan penelaahan sejawat dan/atau

telaah khusus;
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5. melaksanakan reviu;

6. menyusun risalah reviu;

7. melakukan permintaan membuka rahasia

nasabah penYimPan;

8. menyusun daftar pihak-pihak yang akan

dipanggil;

g. melakukan permintaan keteralgan dttlatau

bukti;

10. menyampaikan pemberitahuan pemeriksaart

bukti permulaan;

I 1. melakukan pengunduhan data elelctronik;

t2. tnelakukan analisis kasus;

13. melakukan analisis Yuridis;

14. menyusun kertas kerja pemeriksaan bukti

permulaan;

15. mengamankan pelaku dan barang bukti;

16. mempelajari Informasi, Data, Laporan, dan

Pengaduan(IDLP),laporanpemeriksaanbukti

permulaan' dan laPoran kejadian;

17. meminta bantuan Pihak ketiga;

18. membuat dan menyampaikan surat permohonan

pencegahan ke luar negeri;

19. menyusun surat perintah penggeledahan;

20. membuat surat permintaan tzin penggeledahan;

2I. menyusun sura'c perintah penyitaan;

22. membuat surat permintaan tzin penyitaan;

23. menyampaikan surat permintaan tzin penyitaan;

24. menyusun daftar PertanYaan;

25. membuat laporan kemajuan pelaksanaan

penyidikandanrencanapenangkapan/
penahanan;

26. membuat dan menyampaikan laporan kemajuan

pelaksanaan penyidikan untuk keperluan

evaluasi kegiatan Penyidikan;
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27. menyusun resume berkas perkara;

28. menyusun daftar barang bukti;

29. membuat surat penyerahan tanggung jawab

tersangka dan barang bukti;

30. membuat laporan kemajuan pelaksartaarL

penyidikan;

31. membuat usul penghentian penyidikan;

32. membuat surat ketetapan penghentian

penyidikan;

33. menyampaikan informasi kerugian pada

pendapatan negara;

34. menyampaikan hasil penelitian dan pendapat

terkait dengan permintaan penghentian

penyidikan karener wajib Pajak telah melakukan

penyetoran Pokok Pajak dan sanksi;

35.membuatd'anmenyampaika.rrsurat
pemberitahuan pen ghentian penyidikan ;

36.menjadisaksiclalampersidangan;dan

37. membuat iaporan hasil persidangan'

(21 uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatanrYs, sebagai

berikut:

a. Pemeriksa Pajak Pertama/Ahti Pertama, rneliputi:

1. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan

pengamatan;

2. melakukan kegiatan Pengamatan;

3. menyusun LHP;

4. melakukan pemeriksaan di tempat wajib Paiak

(wP);

5. memeriksa buku, catatan dan dokumen Wajib

Pajak (wP) dan pihak eksternal yang terkait

dengan Pemeriksaan;

6. melakukan permintaan keterangan dan/atatt

konfirmasi kepada wP dan/atau pihak ketiga;
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7. nlelakukan pembahasan akhir dengan WP;

8. membuat laporan hasil pemeriksaan;

9. membuat nota penghitungan (nothit);

10' melaksanakan penelaahan sejaurat dar'latau

telaah khusus;

1 1. menyiapkan sarana dan dokumen;

12. mempelajari IDLP, dokumen yang menjadi dasar

pemeriksaan bukti permulaan, dan data lain

terkait, serta melakukan pembahasan kasus;

13. melakukan observasi laparrgan;

L4. melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak

terkait;

15. melakukan inventarisasi keterangan dart/atau

bukti Yang diminta;

16. membuat surat permintaan keterangan da5 /atau

bukti;

L7 . memeriksa tempat, ruang, dan latau barartg;

18. membuat berita acara penolakan;

19. melakukan penyegelan tempat, ruang, dan/atau

barang;

20. menyampaikan iaporan pelaksanaan

pemeriksaan di lokasi;

2I. melakukan peminjaman bahan bukti;

22. meminta keterangan kepada pihak yang

dipanggil;

23. menyusun laporan pemeriksaal bul'cti

permulaan;

24. membuat konsep laporan kejadian;

25. mengumpulkan bahan bukti yang akan

dikembalikan dan persiapan dokumen;

26. melakukan kegiatan pengembalian bahan bukti

dan membuat tanda terima pengembalian bahan

bukti;

27. melakukan pemeriksaan bahan bukti;
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28. membuat laporan penanganan tindak pidana

yang diketahui seketika;

29. menyusun jadwal pembahasan dimulainya

penyidikan dan penetapan tersangka;

30. merrbuat surat pemberitahuan dimulainya

penyidikan dan menyamPaikannya;

31. menyampaikan surat pernrintaan tzin

penggeledahan;

32. menyusun permintaan bantuan penggeledahan;

33. melakukan Penggeledahan;

34. menyusun permintaan persetujuan penyitaan;

35. melakukan PenYitaan;

36. menrbuat dan menyampaikan surat panggilan

saksi, ahli, dan tersangl<a;

3T.melakukanpemeriksaanterhadapsaksi;

33.melakukanpemeriksaanterhadapahli;

39. melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;

40. membuat surat permintaan barttuan

Penangkapan / Penahanan ;

4I . melakukan penangkapan/penahanan;

42. melakukan gelar Perkara;

43.melakukankoordinasidarrmenyusunlaporan
pelaksanaan koordinasi;

44. menyusun berkas Perkara;

45. membuat berita acaf,a serah terirna baralg bukti;

46. menyampaikan surat pemberitahuan penyerahan

tersarrgka;

47. melakukan gelar perkara penghentian

penyidikan;

48. menyusun pemberitahuan penghentiar

penYidikan;

49.mendampingiJaksaPenuntutUmumdalam
persidangan; dan

50. menjadi saksi dalam persidangan'
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b. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda, meliputi:

1. menyiapkan bahan untuk membuat usulan

pemeriksaan;

2. melakukan analisis data WP;

3. membuat usulan Pemeriksaan;

4. menyiapkan bahan untuk membuat rencana

pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan;

5. melakukan analisis data wP yang akan

diperiksa;

6. membuat rencana pemeriksaan dan rencana

program Pemeriksaan;

7. membuat daftar temuan hasil pemeriksaan;

8. melakukan reviu LHP;

g.menyiapkanmateriQualitaAssura/|ce(QA);

10. melakukan permintaan membuka rahasia

nasabah PenYimpan;

1 1. menyusun daftar pihak-pihak yang akan

diPanggil;

12. melakukan permintaan keterangan du'latau

bukti;

13. menyampaikan pemberitahuan pemeriksaart

bukti Permulaan;

14. melakukan pengunduhan data elektronik;

15. melakukan analisis kasus;

L6. melakukan analisis Yuridis;

L7 . menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP) bukti

permulaan;

18. mengamankan pelaku dan barang bukti;

19. mempetajari IDLP, Laporan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, dan LaPoran Kejadian;

20. meminta bantuan Pihak ketiga;

21. membuat dan menyampaikan Strrat Permohonan

Pencegahan ke Luar Negeri;

22. menyusun surat perintah pengSeledatran;
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23. membuat surat permintaal izin penggeledahan;

24. menyusun surat perintah penyitaan;

25, membuat surat permintaan tzin penyitaan;

26. menyampaikan surat permintaan tzin penyitaan;

27. menyusun daftar Pertanyaan;

28. membuat lapolan kemajuan pelaksanaan

penyidikan dan rencana penangkapanl

penahanan;

29. membuat dan menyarnpaikan laporal kemajuap

pelaksanaan penyidikan untuk keperluan

evaluasi kegiatan PenYidikan;

30. menyusun resume berkas perkara;

31. membuat surat penyerahan berkas perkara;

32. menyusun daftar barang bukti;

33. membuat surat penyerahan tanggUng jawab

tersangka dan barang bukti;

34.membuat.beritaacarapenyerahantanggung
jawab tersangka;

35.membuatlaporankemajuanpelaksanaan
penYidikan;

36'membuatusulpenghentianpenyidikan;

37 . membuat surat ketetapan penghentian

penYidikan;

38. menyampaikan infonnasi kerugian pada

pendaPatan negara;

39. menyampaikan hasil penelitian dan pendapat

terkaitdenganpermintaanpenghentian
penyidikan karena wP telah melakukan

penYetoran Pokok Pajak dan sanksi;

40. membuat dan menyampaikan surat

pemberitahuan penghentian penyidikan; dan

41. membuat laporan hasil persidangan'
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c. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, meliputi:

1. mengikuti dan berperan aktif dalam pembahasan

kebijakan di bidang Pemeriksaan;

2. melakukan Pembahasan;

3.menyiapkanpelaksanaanpenelaaharrsejawat
dan I atau telaah l<husus;

4.menyusunlaporanpenelaaharrsejawatdanlaLau

telaah khusus;

5. melaksanakan reviu;

6. menyusun risalah reviu;

7 . menyiapkan materi sosialisasi peraturan/kebijak

an d'i bidang Pemeriksaan;

g. melakukan sosialisasi peraturar.lkebijakan di

bidang Pemeriksaan;

g.membuatrencanakerjapemeriksaanbukti

Permulaan;

10. membuat rencana PenYidikan;

ll.menentukanurutanpemeriksaan;

12 - menyampaikan usul gelar perkara;

13.membuatrencanadanusulpelaksanaan
koordinasi dengan Pihak terkait;

14.menyampaikaninformasihakdankewajibarrWP;

15. melakukan penelaahan usul pemeriksaan bukti

permulaan;

16. melakukan penelaahan tindak lanjut

pemeriksaan bukti Permulaan;

|7. melakukan penelaahan penetapan tersangka;

dan

18. melakukan kegiatan asistensi pelaksanaan

penyidikan.

(21 Pemeriksa Pajak kategori keterampilan yang

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam
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L,arnpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Perneriksa Pajak Kategori l<ategori keahlian yang

melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberjkan nilai angka kredii tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pemeriksa Pajak kategori keterampilan dan Pemeriksa

Pajak kategori keahlian yang rrrelaksanakan kegiatan

pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran lI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

(1) Hasil kerja jabatan Pemeriksa Pajak Kategori Keahliart

setiaP jenjang, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pajak Pelaksanal Terampil, meliputi:

1. bahan untuk kegiatan pengamatan;

2. kertas kerjer kegiatan pengamatan;

3.beritaacarapertemuan,tarrdaterima
penyampaiansuratperintahpemeriksaan,bukti

peminjaman dokumen, dan dokumen lain sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku;

4, berita acata permintaan keterart gfrr; surat

permintaan keterangan; surat permintaan

bantuan tenaga akrli; kertas kerja pemeriksaan

konfirmasi, dan dokumen lain sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku; dan

5. berita acara pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, risalah pembahasan, ikhtisar

pembahasan, berita acara ketidakhadiran wajib

(4)
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pajak, dan dokumen lain sesuai denga'n

ketentuan Yang berlaku;

b. Pemeriksa Pajak Pelal<sana Lanjutan/Mahir, meliputi:

1. laporan hasil Pengamatan;

2. laporan kemajuan pemeriksaan, kertas kerja

pemeriksaan utama, kertas kerja pemeriksaan

pendukuog, dan dokumen lain sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku;

3. laporan hasil Pemeriksaan;

4. kertas kerja penelaahan sejawat, risalah

penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus;

5. surat peminjaman berkas, tanda pengenal,

formulir, tanda segel, pakta integritas;

6. laPoran Pengamatan;

7 . surat Panggilan;

8. daftar keterangan danlatau bukti;

9. surat permintaan keterangan dan atau bukti;

1 0. berita acara Penolakan;

1 1. berita acara Penyegelan;

12. laporan pelaksanaan pemertksaan bukti

permulaan;

13. daftar bahan bukti yang dipinjam, surat

permintaan Peminj aman ;

14. berita acara permintaan keterangan;

15. laporan pemeriksaan bukti permuiaan;

16. konseP laPoran kejadian;

L7. undangan dalam rangka pengembalian bahan

bukti, daftar bahan bukti yang dikembalikan;

18. tanda terima pengembalian bahan bukti;

19. kertas kerja;

20.laporanpenanganantindakpid'anayang
diketahui seketika:

21. laPoran Pelaksanaan tugas;

22. berita acara penetapan tersangka;
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23. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;

24. penetaPan Penggeledahan;

25. surat permintaan bantuan penggeledahan;

26. berita acara Penggeleda'han;

2T.suratpermintaanpersetujuanpenyitaan;

28. berita acara PenYitaan;

29. surat Panggilan;

30. berita acara Pemeriksaern;

31. surat permintaan bantuan penangkapan/

penahanan;

32.laporankegiatanpenangkapanlpenahanan;

33. laPoran gelar Perkara;

34. laPoran Pelaksanaan tugas;

35. surat penyerahan berkas perkara;

36. berkas Perkara;

3T . berita acara serah terima barang bukti;

3g. berica acara penyerahan tanggung jawab

tersangka;

39. surat pemberitahuan penyerahan tersangka;

40.laporangelarperkarapenghentianpenyidikan;

4|.suratpemberitahuanpenghentianpenyidikan;
dan

ran hasil net 'd*g;42. laPoran hasil Pemantauan sr

c. Pemeriksa Pajak Penyelia, meliputi:

1. bahan untuk kegiatan pengamatart;

2. dokumen, data dan informasi mengenai wP yang

akan diPeriksa;

3. nothit;

4. laporan penelaahan sejawat dan/atau telaakt

khusus;

5. kertas kerja reviu;

6. risalah reviu;
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7. daftar narna bank yang akan dirnintakan untuk

dibuka dan permintaan membuka ralrasra

nasabah penyimpan;

8. daftar pihak yang akan dipanggil;

9. daftar bahan bukti dan keterangan yang diminta;

10. tanda terima surat pemberitahuan pemeriksaan

bukti permulaan;

1 1. berita acara perolehan data elektronik;

12. hasil analisis kasus;

13. hasil analisis yuridis;

14. kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

15. laporan pelaksanaan tugas;

16. surat permintaan bantuan pihak ketiga;

17 . surat permohonan pencegahan ke luar negeri;

I 8. surat perintah Penggeledahan;

19. surat permintaan rzrrL penggeledahan;

20. surat perintah PenYitaan;

21, surat permintaan rzin penyitaan;

22. penetapan penyitaan;

23. daftar pertanyaan;

24. laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan;

25. resume berkas Perkara;

26. daftar barang bukti;

27 . surat penyerahan tanggung jawab tersalgka dan

barang bukti;

28. laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan

(penghentian penyidikan) ;

29. surat usttl penghentian penyidikan;

30. surat ketetapan penghentian penyidikan;

31. surat informasi kerugian pada pendapatan

negara;

32. surat pendapat;
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33. surat pemberitahuan penghentian penyidikan

karena WP telah melakukan penyetoran pokok

pajak dan sanksi;

34. laporan pelaksanaan tugas; dan

35. laporan hasil pemantauan sidang.

(21 Hasil kerja jabatan Pemeriksa Pajak kategori keahlian

setiap jenjang, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pajak Pertam a/ Ahli Pertama, meliputi:

1. bahan untuk kegiatan pengamatan;

2. kertas kerja kegiatan pengamatan;

3. laPoran hasil Pengamatan;

4. berita acara pertemuan' tanda terima

penyampaian surat perintah pemeriksaan, bukti

peminjaman dokumen, dan dokumen lain sesttai

dengan ketentuan Yang berlaku;

5. laporan kemajuan pemeriksaan, KKP utama,

KKP PendukuflB, dan dokumen lain sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku;

6. berita acara pemberian keterangan (BAPK), surat

permintaan keterangarr, surat permintaan

bantuan tenaga ahli, KKP Konfirrrrasi, dan

dokumen lain sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

7. berita acara pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, risalah pembahasan' ikhtisar

pembahasan, berita acara ketidakhadiran wP,

dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

8. konsep LHP;

9. nothit;

10. kertas kerja penelaahan sejawat (KKPS), risalah

penelaahan sejawat dan/atau teLaah khusus;

1 1. surat peminjaman berkas, tanda pengenal,

formulir, tanda segel,pakta integritas;
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t2. laporan pengamatan;

I 3. surat panggilan;

1 4. daftar keterangan dan I atau bukti;

15. surat permintaan keterangan dan f atau bukti;

16. berita acara Penolakan;

17 . berita acara Penyegelan;

18. laporan pelaksanaan pemeriksaan bukti

permulaan;

19. daftar bahan bukti yang dipinjam, surat

permintaan Peminjaman;

20. berita acara permintaan keterangan;

2I. laporan pemeriksaan bukti permulaan;

22. konsep laPoran kejadian;

23. undangan dalam rangka pengembalian bahart

bukti, daftar bahan bukti yang dikembalikan;

24. tanda terirna pengembalian bahan bukti;

25. kertas kerja pemeriksaan bahan bukti;

26. laporan penanganan tindak pidana yang

diketahui seketika;

27. laporan Pelaksanaan tugas;

28. berita acara penetapan tersangka;

29 . surat pemberitahuan dimulainya penyidikart;

30. penetapan Penggeledahan;

31. surat permintaan bantuan penggeledahan;

32, berita acata Pellggeledahan;

33. surat permintaan persetujuan penyitaan;

34. berita acara PenYitaan;

35. surat panggilan saksi, ahli, dan tersangka;

36. berita acara Pemeriksaan;
g7. surat permintaan bantual penangkapanl

penahanan;

38. laporan kegiatan penangkapan /penahanan;

39. laporan gelar Perkara;

40. laporan pelaksanaan tugas;
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41. surat penyerahan berkas perkara;

42. berkas Perkara;

43. berita acara serah terima barang bukti;

44. surat pemberitahuan penyererhan tersangka;

45. laporan gelar perkara penghentian perryidikan;

46. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;

47 . laporan hasil pemantauart sidang; dan

48. laporan Pelaksanaan Tugas;

b. Pemeriksa Pajak Muda/Ahli iVluda, meliputi:

1. dokumen, data dan informasi WP;

2. analisis laporan keuangan (ALK), potensi pajak;

3. risalah usulan Pemeriksaan;

4. dokumen, data dan informasi mengenai wp yang

akan diPeriksa;

5. KKP identifikasi masalah, KKP ALK;

6. KKP rencana pemeriksaan dan program

Pemeriksaan;

7 . surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;

8. LHP;

9. Materi QA;

10. daftar nama bank yang akan dimintakan untuk

dibuka dan permintaan membuka rahasia

nasabah PenYimPan;

1 1. daftar pihak yang akan dipanggil;

12. daftar bahan bukti dan keterangan y?rrug diminta;

13. tanda terima surat pemberitahuan pemeriksaart

bukti Permulaan;

14. berita acara perolehan data elektronik;

15. hasil analisis kasus;

16. hasil analisis Yuridis;

t7 . kertas kerja pemeriksaan bukti permulaan;

18. laPoran Pelaksanaan tugas;

19. surat permintaan bantuan pihak ketiga;

20. surat permohonan pencegahan ke luar negeri;
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2I. surat perintah penggeledaharr;

22. surat permintaan tzin penggeledahan;

23. surat Perintah PenYitaan;

24. penetapan PenYitaan;

25. daftar PertanYaan;

26. laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan;

27. resume berkas Perkara;

28. surat penyerahan berkas perkara;

29. daftar barang bukti;

30. surat penyerahan tanggung jawab tersangka dan

barang bukti;

31. berita acara penyerahan tanggung jawab

tersangka;

32.laporankemajuanpelaksanaanpenyidikan
(Penghentian PenYidikan) ;

33. surat usui penghentian penyidikan;

34. surat ketetapan penghentian penyidikan;

35. surat informasi kerugian pada pendapatan

negara;

36. surat pendapat terkait permintaan penghentian

penYidikan;

37. surat pemberitahuan penghentian penyidikan

karena wP telah melakukan penyetoran pokok

Pajak dan sanksi; dan

38. Iaporan hasil pemantauan sidang;

c. Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya, meliputi:

1. undangan rapatlsurat tugas dan daftar

hadir/laPoran hasil raPat;

2. risalah pembahasan QA/Berita acara

ketidakhadiran WP dalam pembahasan dengart

tim QA Pemeriksaan;

3. laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah

khusus;

4. kertas kerja reviu;

5. risalah reviu;
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6. materi sosialisasi;

7. laporan pelaksanaan sosialisasi;

8. rencatla kerja pemeriksaan buktr permulaan;

9. rencana penYidikan;

10. daftar urutan Pemeriksaan;

t 1. surat usul gelar Perkara;

12. surat undangan koordinasi;

13. berita acara Pemeriksaan;

l+. berita acara penelaahan (usul pemeri.ksaan bukti

permulaan);

15. berita acara penelaahan (tindak lanjut

pemeriksaan bukti Permulaan) ;

16. berita acara peneiaahan (penetapan tersangk");

dan

17 . laporan asistensi;

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa P4lak

yang sesuai dengan jenjang jabatannya ttntuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksurd dalam Pasal '/ ayat (1) atau

ayat (2), maka Pemeriksa Pajak yang berada satu tingkat di

atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat

melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara

tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan'

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas Pemeriksa

Pajak yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannYa,

angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80o/o

(delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir

kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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b. Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas Pemeriksa

Pajak satu tingkat di bawah jenjang jabatanrYs, angka

kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus

persen) dengarr angka kredit dari setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1 1

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan

Fungsional Pemeriksa PaJak yaitu pejabat sesuai dengart

ketentu an peraturan perundan g-undanga n'

Pasal 12

pengangkatan pNS 1.:e dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak ditakukan melalui pengangkatan :

a. pertama; dan

b. perpindahan dari jabatan lain.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

( 1) Pengangkatan dalam Jabata.n Fungsional Pemeriksa

Pajak Kategori Keterampilan melalui pengangkaten

pertama sebagaimana dimaksud daiam Pasal 12 huruf a,

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;
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b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. bertjazah paling rendah Diploma III (DIII) di

bidang Akuntansi, Perpajakan, Manajemen

Perpajakan atau kualifikasi pendidikan lain yang

ditentukan oleh Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus pendidike.n dan pelatihan (diklat)

fungsional di bidang pemeriksaan; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

(21 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak Kategori Keahlian melalui pengangkatan pertama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah sarjana (sl)/Diplorna IV (DIV)

dibidangEkonomi,Keuangan,Hukum'dan
Administrasi atau kualifikasi pendidikan lain yang

ditentukan oleh Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang

pemeriksaan; dan

t. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) rnerupakan pengangkatan untuk

mengisi kebutuhan dari Calon PNS'

(4) Calon PNS sebagaimana ctimaksud pada ayat (3) setelah

diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus

mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang

perneriksaan;

(5) pI\tS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di

bidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
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paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatart

Fungsional Pemeriksa Pajak.

Bagian Ketiga

PerPindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat

dipertimbangkan d.engan ketentuan sebagai berikut:

a.. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

b. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan paling

singkat 2 (dua) tahun;

c. nitai prestasi kerja paling kurang bernilai baik daiam

2 (dua) tahun terakhir;

d. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan

oleh Instansi Pembina; dan

e. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatart

fungsional yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengal pangkat

yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan

sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh

pejabat yang nrenetapkan angka kredit'

Jumlah algkn kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang'

(21

(3)

(4)
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BAB VII

KOMPETENSI

Pasal 15

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

pajak harus mernenuhi standar kompetensi sesuai

dengan jenj ang j abatan.

Kompetensi Pemeriksa PEak meliputi:

a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial-Kultural.

Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dart

pelaksanaan uji kompetensi s;ebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina'

BAB VIII

PBLANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 16

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional

Pemeriksa Pajak wajib dilantik dan diambil sumpah/janji

menurut agama atau kepercayaannya kepada Tlrhart

Yang Maha Esa.

sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

lrerdasarkan ketentuan peraturan perunda1rg-undangan'

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 17

Pada awal tahun, setiap Pem.eriksa Pajak wa3ib

menyusun Sasaran Kerja Pega"rrai (SKP) yang akan

d.itaksanakan dalam 1 (satu) tahun bedalan'

(2)

(3)

(1)

(21

i1)
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(3)

(11

(2)
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SKP Pemeriksa Pajak disusun berdasarkan penetapan

kinerja unit kerja yang bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari

kegiatan sebagai turunan dar{ penetapan kinerja unit

dengan mend.asarkan kepada tingkat kesulitan dan

syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

SKP yang telah d.isusun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus disetujui dan ditetapka.e oleh atasan

langsung.

Pasal 18

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang

did,asarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Perrilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat

individu dan tingkat urnit atau organisasi, dengan

memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang

dicapai, serta Perilaku PNS.

Penilaian kineda Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

dilakukan siecara objektif, terukur, akuntabel,

partisipatif, dan transParan.

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh

atasan langsung berdasarkan pei'timbangan Tim Penilai

Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pasal 19

Penilaian kinerja sebagaimana dimarksud dalam Pasal 18

ditetapkan berdasarkan pencapaian apgka kredit setiap

tahun.

Pencapaian angka kredit kurnulalif digunakan sebagai

salah sartu syarat untuk kenaikan pangkat dart/atau

kenaikan jabatan.

(3)

(4)

(1)

(21



(1)

-36-

(3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana

dirnaksud pada ayat (21 merupakan penjumlahart

pencapaian angka kredit pada setiap tahun '

Pasal 2O

Jumlah angka kredit kunnulatif paling kurang yang hatts

dipenuhi untuk dapat diangkat dalanr jabatan dan

kenaikan jabatap dan /atau pangkat Pemeriksa Pajak'

untuk:

a. Pemeriksa Pajak d.engan pendidikan Diploma III (DIII)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturan

Menteri ini.

b. Pemeriksa Pajak dengan pendiclikan sarjana (s 1)/

Diploma IV (DIV) sebagaimana tercantum dalam

LampiranlVyangmerupakanbagiantidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

c. Pemeriksa Pajak dengan pendidikan Magister (s2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran v yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

d. Pemeriksa Pajak dengan pendidikan Doktor (s3)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran vI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini-

Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai

Pemeriksa Pajak, Yaitu:

a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) angka

kredit berasal d.ari unsur utama, tidak termasuk sub

unsur Pendidikan formal; dan

b. paling banyak 2O"/o (dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur Penunjang'

(2\
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Pasal 2 1

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli

Madya, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam)

berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 22

Pemeriksa Pajak yang memiliki angka kredit melebihi

angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan

dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka

kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan

jabatan dan I atau pangkat beril<utnya'

pemeriksa Pajak yang pada tahun pertama telah

memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan

untuk kenaikan jabatan dan latau pangkat dalam masa

pangkat yang didudukirrya, pad.a tahun kedua diwajibkan

rnengumpulkan paling sedikit 2oo/o (dua puluh persen)

angka kredit dari jumlah angka kredit y6rg disyaratkan

untuk kenaikan jabatan dal f atau pangkat setingkat

lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pemeriksaan,

pemeriksaan bukti permulaan d,anlatau penyidikan di

bidang perPajakan.

Pasal 23

Pemeriksa Pajak Penyelia yang menduduki pangkat

tertinggi dari jabatannY1, setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10

(seputuh) angka kredit dari kegiatan pemeriksaan,

pemeriksaan bukti permulaan dan /atau penyidikan.

Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya yang menduduki

pangkat tertinggi dari jabatannY&, setiap tahun sejak

menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling

sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan

(21

(1)

(2\
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pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan /atav

penyidikan dan pengembangan profesi'

Pasal 24

Pemeriksa Pajak yang secara bersama-s€una membuat

Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang perpajakan, diberikan

angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka

pembagian angka kredit yaitu 600/0 (enam puluh

persen) bagi penulis utama clarr 4oo/o (empat puluh

persen) bagi Penulis Pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, m.aka

pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh

persen) bagi penulis utama clan masing-masin g 25o/o

(dua putuh lima persen) bagi penulis pembantu; dart

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis' maka

pembagianangkakredityaituloo/o(empatpuluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masin g 2oo/o

(dua puluh persen) bagi penulis pembantu'

Jurrrlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang'

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAT\ ANGKA KREDIT

Pasal 25

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja'

pejabat fungsional Pemeriksa Pajak mendokumentasikan

hasil kerja yang ciiperoleh sesuai dengan sKP yang

ditetapkan setiaP tahunnYa'

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan algka kredit,

setiap pejabat fungsional Pemeriksa Pajak wajib

mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang

(21

(1)

(2)
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dilakukan d.an mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan

Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

kegiatan sesuai dengan sKP yang ditetapkan setiap

tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik'

Penilaian d.an penetapan algka kredit dilakukal sebagai

bahan pertimbangan dalam penilaian kineda pejabat

fungsional Pemeriksa Pajak.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT'

PEJABAT YANG MENETAPK,\N ANGKA KREDIT

DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 26

UsuI penetapan angka kredit Pemeriksa Pajak diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

yang membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan

Tinggi lvladya yang membidangi perpajakan untuk angka

kredit bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya di

lingkungan Kementerian Keuangan'

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian

pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan Tinggt

Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit

Jabatan. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangr

perpajakan untuk angka kredit bagr Pemeriksa Pajak

Pelaksana/Terampil sampai dengan Pemeriksa Pajak

Penyelia dan Pemeriksa PEak Pertama/Ahli Pertama dan

Pemeriksa Pajak lv1uda/Ahli Muda di lingkungan Kantor

pusat Direktorat Jenderal Pajak Kerrrenteriart Keuangan.
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c. Pejabat Administrator yang membidangr kepegawaian

pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Kegalgan kepada Kepala KantOr Wilayah

Direktorat Jen<leral Pajak Kementerian Keuangan untuk

angka kredit bagr Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terarrpil

sampai dengan Pemeriksa Pajak Penyelia dan Pemeriksa

Pajak Pertama/Ahll Pertama dan Pemeriksa Pajak

Muda/Ahli Ivluda di lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan'

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Iftedit

Pasal 27

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangt

perpajakan untuk angka kredit bagr Pemeriksa Pajak

Mad.ya/Ahli Madya di lingkungan Kementerian

Keuangan.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

yang membidangi perpajakan untuk angka kredit bagt

Pemeriksa Pajak Pelaksanaf Terampil sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia dan Pemeriksa Pajak

Pertama/Ahli Pertama dan Pemerik*sa Pajak Muda/Ahli

Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Pajak Kementerian Keuangan.

c. Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagt

Pemeriksa Pajak PelaksanalTerampil sampai dengan

Pemeriksa Pajak Penyelia dan Pemeriksa Pajak

pertarna/Ah|i Pertama dan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli

Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Kementerian Keuangan.
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Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 28

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 dibantu oleh:

a. Tim Penilai Kinerja Direktorat Jer:deral bagi Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakart

untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pqjak Madya/Ah[

Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan.

b. Tim Penilai Kinerja Sekretariat bagi Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang mernbidangi kepegawaian pada unit

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangr

perpajakan untuk angka kredit bagr Pemeriksa Pajak

Pelaksan alTerampil sampai dengan Penneriksa Pajak

Penyelia dan Pemeriksa Pajak Pertamalf+hli Peftama dan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor

Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

c. Trm Penilai Kinerja Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan, untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak

Pelaksana/Terampil sampai dengan Pemeriksa Pajak

Penyelia dan Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama dan

Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor

wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan.

Pasal 29

(1) Tim Penilai Kinerl'a Pemeriksa Pajak terdiri atas pejabat

yang berasal dari unsur teknis yang membidangr

Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dn/atau
Perryidikan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional

Pemeriksa Pajak.
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Susunart keanggotaan Tim Penilai Kinerja Pemeriksa

Pajak sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Ketua Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a,

paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak sebagaimana dimal<sud pada ayat (21

huruf b, harrrs berasal dari unsur kepegawaian pada

instansi masing-masing.

Anggota Tirn Penilai Kinerja Jabat'an Fungsional

Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c, paling se,cikit 2 (ctua) orang dari pejabat

fungsional Pemeriksa Pajak.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja

Jabatan Ftrngsional Pemeriksa Pajak, yaitu:

a. menduduki jabatan /pangkat paling rendah s€una

dengan jabatan lpangkat Pemeriksa Pajak yang

dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

kinerja Pemeriksa Pajak; dan

c. aktif melakukan Penilaian.

Apabrla jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Pajak, maka

anggota fim Penilai Kinerja Pemeriksa PEak dapat

diangkat dar:i PNS lain yang memiliki kompetensi untuk

menilai kinerja pejabat fungsional Pemeriksa Pajak.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Kinerja

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak diteepkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak

(3)

(4)

(5)

(6)

(71

(8)
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Kementerian Keuangan untuk Tim Perrilai Direktorat

Jenderal;

Pejabat Pirnpinan Tinggi Pratama yang membidangt

kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya yang membidangi perpajakan pada Direktorat

Jenderal Pajak untuk Tim Penilai Sekretariat; dan

Kepala Kantor Wilal'ah Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor

Wilayah.

Pasal 30

Tata kerja Tim Penilai Kinerja ..labatan Fungsional Pemeriksa

Pajak dan tata cara penilaian angka kredit Pemeriksa Pajak

d.itetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Fimpinan Instansi

Pembina Jabertan Fungsional Pemeriksa PEak.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 3 1

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Kenaikan pangkat sebagaimarra dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan

l.:ebutuhan jabatan.

b.

c.
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Ragian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 32

Persyaratan dan mekanisme kenaikan Jabatan

Fungsional Perneriksa Pajak dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Kenaikan jab atan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan

kebutuhan jabatarr.

Selain memenuhi syarat kilerja, pejabat fungsional

Pemeriksa Pajak yang akan dinaikkan jabatannya

setingkat- lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji

kompetensi.

BAB XIII

PELATIHAN

Pasal 33

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

pejabat fungsional Pemeriksa Pajak diikutsertakal

pelatiha.n.

Pelatihan yang diberikan bagi pejabat fungsional

Pemeriksa Pajak sebagairnana. dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan d.engan hasil analisis kebutuhan pelatihan

d,an/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pelatihan yang diberikan kepada pejabat fungsional

Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

antara lain dalam bentuk:

a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis.

Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pejabat fungsional Pemeriksa Pajak dapat

(3)

(1)

(2\

(3)

(4)
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mengembangkan kompetensinya melalui program

pengembangan komPetensi lainnYa

Program Pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) antara lain:

a. maintain rating;

b. seminar;

c. lokakarya (utorkshoPl; atau

d. konferensi.

Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan fungsional Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) da1r ayat (2) diatur

lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan

Instansi Pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PEMERIKSA PAJAK

Pasal 34

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak dihitung berdasarkan beban ke{a yang

ditentukan dari indikator antara lain:

a. ruang lingkup bidang pemeriksaan;

b. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan; dan

c. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang

pemeriksaan.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri

Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelatr

mendapat persetujuan dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan penrerintatran di bidang

pendayagunaan aParatur negara.

(6)

(l)

(21
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BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 35

(1) Pemeriksa Pajak diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. menjalani cuti di luar tanggungan nega-ra;

c. menjalani tugas belajar tebih dari 6 (enam) bulan;

d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan

Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan

fungsional lainnya; atau

e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampat

dengan huruf d dapat diangkat kembali sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

(3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak paling tinggi berusia:

a. 50 (lima puluhl tahun bagi Pemeriksa Pajak

Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Mucla/

Ahli Muda, dan Pemeriksa Pajak kategori

keterampilan; dan

b. 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pemeriksa Pajak

Madya/Ahli Madya.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 36

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah

Kementerian Keuangan.
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Pasal 37

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatart

Fungsional Pemeriksa Pajak yang bertanggung jawab

untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas j abatan .

(21 Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak;

b. menetapkan kebutuhan Jabatarr Fungsional

Pemeriksa PEak;

c. rhenyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak;

d. menyusun petunjuk teknis Jabatan Ftrngsional

Pemeriksa Pajak;

e. menyusun standar kualitas hasil kery'a dan pedoman

penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional

Pemeriksa Pajak;

f. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya

ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan

Fungsionai Pemeriksa Pajak;

g. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di

bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

h. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional

Pemeriksaan Pajak;

i. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsionai

Pemeriksa Pajak;

j. membina penyelenggaraan pelatihan firngsional pada

lembaga pelatihan;

k. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak;

1. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak;

m. mengembangkan sistem informasi Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak;
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n. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak;

o. memfa.silitasi pembentukan organisasi profesi

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

p. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik

profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak;

q. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan

mengacu kepada keterrtuan yang telah ditetapkart

oleh Lembaga Administrasi Negara; dan

r. melakukan pemantauan dan evaltrasi penerapan

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak'

Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf

1, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf r, menyampaikan

hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pqiak secara berkala sesuai dengan

perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat. (21 huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, hurlf p, dan

huruf q kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi clengan tembusan kepada Kepala

L,embaga Administrasi Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggiaraan uji

kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diatur oleh

Ment-eri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

(4)

(st
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BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 38

Jabatan Fungsional Perneriksa Pajak wajib memiliki 1

(satu) organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama

5 (lima) tahun terhiturrg sejak tanggal penetapan Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pemeriksa Pajak wajib nrenjadi anggota organisasi profesi

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difasilitasi Instansi Pembina.

Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa PEak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merlyusun

kode etik dan kode perilaku profesi.

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

d.imaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan

Instansi Pembina.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cala

pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak dan hubungan kerja Instansi Pembina

dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan

Instansi Pembina.

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)
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RAB XVIII

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 39

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,

pejabat fungsional Pemeriksa Pajak dapat dipindahkan ke

dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4O

prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya

peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3L /KEP/M'PAN/

3l2OO3 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan

Angka Kreditnya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peratulan Menteri ini mulai berlaku, semua

Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

3I IKEP/ M. PAN / 3 / 2003 tentang Jabatan Fungsional

Pemeriksa Palak dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak berten+-angan dan diubah

berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pase-L 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana€Ln Jabatan

Fungsional Pemeriksa Pajak diatur dengan Peraturan Menteri
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Keuangan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 43

pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusart

Menteri Pendayagunaan Apar:atur Negara Nomor

3L /KBP/M.PAN/ 3 /2OO3 tentang Jabatan Fungsional

pemerilcsa pajak dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakart

tidak berlaku.

Pasal 44

peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NBGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2OL6

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUN DANG- UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO I}KATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20T6 NOMOR 1536

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi R.rblik,

,/ '\/
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I."qMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYreUNAAN APARAruR NDCARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBIIK INDONESIA
NoMoR t? -teHrN 30t6
TEMANG JABATAN FUNCSIONAL PEMERIKSA PA'AK

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PNAK KATEGORI K TERAMPIUIN

NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABAT.\N
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAICSANATUGAS

I, PENDIDIKAN A Pendidikan sekolatr dan
m em perol eh ijazah / gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelat

I Doktor (S3) ljazah 200 Semuajenjang

2. Magister (S2) Ijazah r50 SemuaJenjang

3. Sarjana/Diploma IV ljaz:.h 100 SemuaJenjang

B Pendidikan dan pelaiihan
fungsional / teknis Jabatan
Fungsional Pem eriksa Pajak
serta memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau
Sertilikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional / teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa P4iak dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifrkat

I lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat 15 SemuaJenjang

2. lamanya antara 641-96O jam Sertifftat 9 SemuaJenjang

3. lamanya antara 481-64O jam S€rtifftat 6 SemuaJenjang

4. lamanya antara 161-480 jam Scrtilikat 3 ScmuaJcnjang

5. lamanya antara 81-160 jam Sertifikat 2 ScmuaJenjang

6. lamanya antara 31-8O jam Sertifikat I Semua Jenjang

7. lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat 0r5 SemuaJenjang

c Pendidikan dan pelatihan
Prqjabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan pra,iabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III Sertilikat 2 SeauaJenjang

II PEMERIKSAAN,
PEMERIKSAAI,I But(ffI
PERMULAAN
DAN/ATAU
PENYIDIKAN BIDANG
PERPAIAKAN

A Pen5napan pelaksanaan
kebijakan di bidang
Pem eriksaan, pelaksanaan
teknis Pemeriksaan oleh
petugas pemeriksa pajak yang
ditunjuk oleh kepala kantor,
pencarian Potensi perpajakan
dan peny4iian informasi,
melakukan pemeriksaan

1. Menyiapkan batran untuk kegiatan pengarn4f4l Batran untuk kegiatan
Pengamatan

o,oo4 PEMERIKSA PAJAI(
PELAKSAI{A/TERAMPIL

2. Melakukan kegiatan pengam atart Kertas Keda Kegiatan
pengamatan

o,o12 PEMERTKSA PAJAK
PEIITKSANA/TEMMPIL
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

3. Melakukan pemeriksaan di tempat Wqiib Pajak (WP)

a. WP Kriteria I Berita Acara Pertemuan,
Tanda Terim a Penyam paian
Surat Perintah Pemeriksaan,
Bukti Peminjaqan Dokumen,

dan dokumen lain sesuai
dengan ketentuan yang

berlaku.

o,o32 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA/TERAMPIL

b WF Kriteria 2 s.d.a. o,028 PEMEzuKSA PAJAK
PELAKSANA/TERAMPIL

c. WP Kriteria 3 s.d.a. o,o24 PEMERIKSA PA.JAK
PELAKSANA/TERAMPIL

d. WP Kritena 4 s.d.a. 0,o2 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA/TERAMPIL

4.

5.

Melakukan permintaan keterangan dan/ atau konfirmasi
kepada W4iib Pajalc dur/ atau pihak ketiga

Berita Acara Permintaan
Keterangan; Surat

Perm intaan Keterangan;
Surat Permintaan Bantuan
Tenaga Ahli; Kertas Kerja

Pemeriksaan Konfirmasi, dan
dokumen lain sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

o,02 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA/TERAMPIL

Melakukan Pembahasan Akhir dengan Wajib P4iak (WP)

a. WP Kriteria I Berita Acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan,

Risalah Pembahasan,
Ikhtisar Pembatrasan, Berita
Acara Ketidalctradiran Wajib

Pqid<, dan dokumen lain
seslai dengan ketentuan

yang berlaku.

0,o8 PEMEzuKSA PA'AK
PELAKSANA/TERAMPIL

b. WP Iftiteria 2 s.d.a. o,06 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA/TERAMPIL

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0,o4 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA/TERAMPIL

d. WP Kriteria 4 s.d.a. o,o2 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA/TERAMPIL

Penyiapan pelaksanaan
kebijakan di bidang
Pemeriksaan, pelaksanaan
teknis

Menlrusun laporan hasil pengamatan Laporan hasil pengam atarr 0,oI PEMERIKSA PA^JAK

PELAKSANA/TERAMPIL
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

PEMERIKSAAN,
PEMEzuKSAAN BUKTI
PERMULAAN
DAN/ATAU
PET.IYIDIKAN BIDANG
PERP,{^JAKAN

A Pemeriksaan oleh petugas
pemeriksa pajak yang
ditunjuk oleh kepala kantor,
pencarian Potensi perp4iakan
dan penyajian informasi,
melakukan pemeriksaan

I Memeriksa buku, catatan dan dokumen wajib pdak {WP) dan
pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan

a. WP Kriteria I Laporan Kemajuan
Pemeriksaan, Kertas Kerja

Pemeriksaan Utama, Kertas
Kerja Pemeriksaart

PenCukung, dan dckumen
lain sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

1,5 PEMEzuKSA PNAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

b. WP Kriteria 2 s.d.a. l14 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN,/MAIIIR

c. WP Kriteria 3 s.d.a. l12 PEIVTEzuKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 1 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSfu\A

LANJUTAN/MAHIR

2. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan o,l PEMEzuKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

B Penyiapan pemberian
bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang
pemeriksaan, Penelaahan
hasil pelaksanaan pekerjaarr
Pejabat ftrngsional Pemeriksa
Pqiak dan petugas Pemeriksa
Pajak yang ditunjuk oleh
kepala kantor (peer review),
pemberian bimbingan teknis
pemeriksaan pajak.

Melakukan penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus Kertas Kerja Penelaahan
Sej awat, Risalah penelaahan

sejawat dan/atau telaah
khusus

0,3 PEMEzuKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

c Melalcsanakan kebiiakan dan
standardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Bukti
Permulaan

I Menyiapkan sarana dan dokumen Surat peminja.rran berkas,
tanda pengenal, formulir,

tanda segel, pakta integritas

o,03 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

2. Mempelqiari IDLP, dokumen yang menjadi dasar Pemeriksaan
Bukti Permulaan, dan data lain terkait, serta melakukan
pembahasan kasus



NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

a, I WP Kriteria I Surat peminjaman berkas,
tanda pengenal, formulir,

tanda segel, palcta integitas

0,0525 PEMERIKSA PA'AI(
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

b. WP Kriteria 2 s.d.a- o,o4 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

c. WP Kriteria 3 s.d.a. o,035 PgMERIKSA PNAK
PEI.AKSANA

LANJUTAN/MAI{IR

d. WP Kriteria 4 s.d.a. o,c3 PEMERIKSA PNAI(
PELAKSAI{A

LANJUTAN/MAHIR

3. Melakukan observasi lapangart Lapoi'an Pengamatan o,o525 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHTR

4. Melakukan pem anggilan kepada pihak-pihak terkait Surat Panggilan 0,o35 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

5. Melakukan inventarisasi keterangan dan/atau bukti yang
diminta

Daftar keterangan dan/ atau
bukti

O,O2 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

6. Membuat Surat Permintaan Keterangan dan atau Buli*i Surat Permintaan
Keterangan dan /atau Bukti

O,O2 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

t. Memeriksa tempat, ruang, dan/atau barang

a. WP Kriteria I Kertas Kerja o,4000 PEMERIKSA PA-JAK

PELAKSANA
LANJUTAN/ MAHTR

b. WP Kriteria 2 s.d.a. o,3200 PEMERIKSA PA.IAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0,240o PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJLNAI.I/MAHIR

d. WP Kriteria 4 s.d.a. o,1600 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAT{i MAHTR

8. Membuat Berita Acara Penolakan Berita Acara Penolalcan o,o2 PEMERIKSA PA'N(
PELAKSANA

LANJIJTAN/MAHIR

9. Melakukan penyegelan tempat, ruang, dan/atau barang Berita Acara Penyegelan o,o38 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KER.'A

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

lo. Menyampaikan laporan pelaksanaan pem eriksaan Bukti
Permulaan di lokasi

Laporan Pelaksanaan
Pemeriksaan Bukti

Permulaan

o,o25 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
ll Melakukan peminjaman Bahan Bukti Daftar Bahan Bukti yang

dipinjam, Surat Permintaan
Peminjanan

0,o2 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

12. Merninta keterantan keoada oihak va;ru dioanqqil
a. WP lkiteria I Berita Acara Permintaan

Keterangan
0,18 PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJLTTAN/MAHIR

b. WP Kriteria 2 s.d.a. o,l5 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
c. WP lftiteria 3 s.d.a. O,l2 PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

d. WP Kriteria 4 s-d.a. o,09 PEMERIKSA PA^'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
13. Men5rusun Laporan Pemeriksaan Bukti Fermulaan Laporan Pemeriksaan Bukti

Permulaan
o,28 PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHTR

14. Membrrat konsep Laporan Kejadian Konsep Laporan Kcjadian o,o22 PEMEzuKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
15. Mengumpulkan Bahan Bukti yang akan dikembalikan dan

persiapan dokumen
Undangan dalam rangka

pengembalian Bafran Bulf,i,
Daftar Batran Bulrrti yang

dikembalikan

o,o3 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

16. Melakukan kegiatan pengembalian bahan bukti dan membuat
Tanda Terima pengembalian Bahan bukti

Tanda Terim a pengembalian
Batran Buldi

O,O3 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
t7. Melakukan pemeriksaan bahan bukti Kertas Kerja o,06 PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

18. Membuat laporan penanganan tindak pidanayang diketahui
scketika

Laporan penanganan tindak
pidanayang diketatrui

seketika

O,02 PEMERIKSA PAJAK
PELAJ(SANA

LANJUTAN/MAHIR
19. Melakukan observasi lapangan Laporan Pelaksanaan Tugas o,o5 PEMEzuKSA PA'AK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

D Melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang
Penyidikarr

I Men5rusun jadwal pembahasan dimulainya Penyidikan darr
Penetapan Tersangka

Berita Acara Penetapan
Tersangka

O,O4 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJI,.TTAN/MAHIR
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA
ANGI(A
KREDTT

PELAKSANA TUGAS

2. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan
menyampaikannya

Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan

0,03 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
3. Menyampaikan Surat Permintaan Izin Penggeledahan Penetapan pcnggeledahan o,o15 PEMERIKSA P,q.JAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

4. Men5rusun perrn intaan bantuan penggeledahan Surat permintaan bantuan
penggeledahan

0,015 PEMERIKSA PA^JAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

5. Melakukan penggeledahan Berita Acara Pen ggeledahan PEMERIKSA PAIAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
a. WP Kriteria I s.d.a. o,0525 PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

b. WP Kriteria 2 s.d.a. o,041 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
c. WP Kriteria 3 s.d.a. o,032 PEMERIK.SA PA.JAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

d. WP Kriteria 4 s.d.a. o,o25 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
6. Men5rusun permintaan persetujuan penyitaan Surat Permintaan

Persctujuan Penyitaan
o,025 PEMERIKSA PA.JAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

4 Melakukan Penvitaan
a. WP Kriteria I Berita Acara Penyitaan o.082 PEMEzuKSA PA^JAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MA}IIR

b. WP Kriteria 2 s.d.a. o,0525 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
c. WP lftiteria 3 s.d.a- o,045 PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

d. WP Kriteria 4 s.d.a. o,038 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
8. Membuat dan menyampaikan Surat Panrrilan Saksi, Ahli, dan

Tersangka
Surat Panggilan O,05 PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

9. Melakukan pem eriksaan terhadap salsi



NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

a-. WP Kriteria I Berita Acara Pemeriksaan 0,1 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHTR

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,08 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0rffi PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

d. WP Kriteria 4 s.d.a. O,O4 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

10. Melakukan pemeriksaan terhadap Atrli Berita Acara Pemeriksaan 0,08 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

11. Melr Lkukan pemeriksaan terhadap tersancka
a. WP Kriteria I Berita Acara Pemeriksaan o,1 PEMERIKSA PA'AK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

b. WP Kriteria 2 s.d.a. O,Og PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0,06 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MATITR

d. WP lftiteria 4 s.d.a. 0,O4 PEMERIKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR

12. Membuat Surat Permintaan Bantuart
Penangkapan / Pen ah an an

Surat Permintaan Bantuart
Penangkapan / Penahanan

0,01 PEMERIKSA PNAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAIIIR

13. Melekukan pen an gkapan / penatr anan
a. WP lftiteria I Laporan Kegiatart

Penan gkapan / Penahetn an
o,0825 PEMERIKSA PA'AK

PELAKSANA
LAI{JUTANi M.IHIR

b.

c.

WP Kritena 2

WP lftiteria 3

s.d.a.

s.d.a.

0,0619

0,0413

PEMERIKSA PNAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAI{IR
PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJIJTAN/MAI{IR

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0,0206 PEMEzuKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
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NO UNSUR I ruB 
'NSUR

i tucAs JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

14. Melakukan Gelar Perkara Laporan Gelar Perkara o,038 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
15. Melakukan koordinasi dan men5rusun laporan pelaksanaan

koordinasi
la.poran Pelaksanaan Tugas 0,Os PEMEzuKSA PA'AK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

16. Membuat Surat Penyerahan Berkas Perkara Surat Penyerahan Berkas
Perkara

o,o2 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHTR
17. Men5rusun berkas perkara Berkas Perkara o,1855 NEMERIKSA PA'AK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHTR

18. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Berita Acara Serah Terima
Barang Bukti

0,02 PEMERIKSA PAJAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
19. Membuat Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka Berita Acara Penyerahan

tanggun g j awab tersan gka
o,o2 PEMERIKSA PA'AK

PEI,AKSANA
LANJUTAN/MAHTR

20. M enyam paikan Surat Pem beritahu an Penyerahan Tersangka Surat Pemberitahuan
Penyerahan Tersangka

o,o22 PEMEzuKSA PA'AK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
2r. Melaku kan gelar perkara penghentian penyidikan Laporan Gelar Perkara

Penghentian Penyidikan
o,03 PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

22. M en5ru su n pem beritahuan pengh entian penyidikan Surat Pemberitahuan
Pen ghentian Penyidikan

o,o15 PEMERIKSA PAIAK
PELAKSANA

LANJUTAN/MAHIR
23. Mendarnpingi jaksa penuntut umum dalam persidangan l.aporan Hasil Pelaksanaan

Sidang
0,0525 PEMERIKSA PAJAK

PELAKSANA
LANJUTAN/MAHIR

PEMERIKSAAN,
PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN
DAN/ATAU
PENYIDIKAN BTDANG
PERPAIAI<AN

A Penyiapan pelaksanaan
kebijakan di bidang
Pem eriksaan, pelaksanaarr
teknis pemeriksaan oleh
petugas pemeriksa pajak yang
ditur{uk oleh kepala kantor,
pencarian Potensi perpqiakan
dan penyajian informasi,
melakukan Pemeriksaan

I Menyiapkan batran untuk membuat usulan pemeriksaan Bahan untuk kegiatan
penqamatan

o,o2 PEMEzuKSA PA'AK
PET{YELIA

2. Menyiapkan bahan untuk membuat Rencana Pemeriksaan dan
Rencana Program Pemeriksaan

Dokumen, data dan informrsi
mengenai Wajib Pajak yang

akan diperiksa

orl PEMERIKSA PA'AK
PET.IYELIA

3. Membuat Nota Penuhitunean
a. I WP Kriteria I Nota penghitungan o,08 PDMERIKSA PA'AK

PET.IYELIA

b. IWP Kriteria 2 s.d.a. 0,06 PEMERIKSA PAJAK
PET{YELIA
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

c. WP Kriteria 3 s.d.a. O,O4 PEMERIKSA PA'AK
PENYEUA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. o,o2 PEMERIKSA PA'AK
PEI'IYELTA

B Penyiapan pemberian
bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang
Pem eriksaan, penelaahan
hasil pelaksanaarr pekerjaan
pejabat Fungsional Pem eriksa
Pajak dan petugas Pemeriksa
Pajak yang ditunjuk oleh
kepala kantor (peer review),
pemberian bimbingan teknis
pemeriksaan pajak.

I Men5nrsun laporan penelaatran sejawat dan/atau telaah
khusus

Laporan penelaatran scjawat
dan/atau telaah khusus

orl PEMERIKSA PAJAK
PENYEUA

2. Melaksanakan Revru Kertas Kerja Reviu o,4 PEMERIKSA PA'AK
PET{YEUA

3. Menvusun Risalah Reviu Risalah Reviu o,1 PEMERIKSA PAJAK
PET.IYELIA

c Melaksanakan kebijaxan dan
standardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Bukti
Permulaanr

I Melakukan permintaan membuka rahasia nasabatr penyimpan Daftar nama bank yang akan
dimintakan untuk dibuka
dan permintaan mernbuka

rahasia nasabah penyimpan

0,06 PEMERIKSA PA'AK
PET.IYELIA

2. Men5rusun daftar pihak-pih"k yang akan dipanggil Dafar pihak yang akan
dipans*il

o,036 PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

3. Melakukan Permintaan Keterangan dan atau Bukti
a. WP lftiteria I Daftar Bahan Bukti dan

keteransan yanc diminta
O,08 PEMERIKSA PAJAI(

PEI{YEUA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. o,064 PEMDRIKSA PAJAK
PENYELIA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. o,o5 PEMERIKSA PNAK
PENYEUA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0,036 PEMERIKSA PAJAK
PEI.IYELIA

4. Menya-rr paikan pem beritahuan Pem eriksaan Bulrti Perm ulaan Tanda Terima surat
pem beritahu an pem eriksaan

bulcti permulaan

o,028 PEMEzuKSA PAJAK
PENYEUA

5. Melakukan pengunduhan data elektronik Berita acara perolehan data
elektronik

o,2o75 PEMERIKSI\ PAJAK
PENYELIA

6. Melakukan analisis kasus Hasil analisis kasus o,l PEMERIKSA PA'AK
PET.IYELIA

7. Melalcu kan analisis yu ridis Hasil analisis5ruridis orl PEMERIKSA PA'AK
PENYELI.A

8. Menvusun kertas keria Pemeriksaan Bukti Permulaan
a. WP Kriteria I Kertas Kerja Pemeriksaan

Bukti Permulaan
0,3 PEMERIKSA PA,AK

PET{YELIA
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KER^TA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

I

b. WP Kriteria 2 s.d.a- 0,25 PEMERIKSA PA'AK
PENYELTA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. o12 PEMERIKSA PAJAK
PET{YELIA

d. WP Kriteria 4 s.d.a- 0,16 PEMERIKSA PA'AK
PET{YELIA

9, Mengamankan pelaku dan harang bulcti Laporan Pelaksanaan Tugas o,105 PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

lo. Memoelajari IDLP, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan
Laporan Keiadian

Rencana kerja Pemeriksaan
Bulrti Permulaan

o,2 PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

D Melaksanakan kebiiakan dan
standardisasi teknis di bidang
Penvidikan

I Meminta bantuan pihak ketiga Surat Permintaan Bantuan
Pihak Ketiga

0,06 PEMERIKSA PAJAK
PEI{YELIA

2. Membuat ciarn menyampaikan Surat Permohonan Pencegahan
Ke Luar Neseri

Surat Permohonan
Pencecatran Ke Luar Neceri

o,o7 PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

3. Men5rusun Surat Perintah Penggeledatran Surat Perintah
Pencseledahari

0,03 PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

4. Membuat Surat Permintaan iain Penggeledahan Surat Permintaan lzin
Pencceledatran

0,o3 PEMERIKSA P.{.JAK

PEI.IYELIA

5. Men5rusun Surat Perintah Penyitaan Surat Perintatr Penyitaan 0,o3 PEMERIKSA PAJAK
PET.TYELIA

6. Membuat Surat Permintaan lzin Penyitaan Surat Permintaan lzin
Penyitaan

0,o3 PEMERIKSA PA'AK
PET'IYELIA

7. Menyampaikan Surat Permintaan lzin Penyitaan Penetapan penyitaan 0,o5 PEMERIKSA P,{.'AK
PEI.IYELIA

8. Men5rusun daftar pertanyaanr Da.ftar Pertanyaan o,04 PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

9. Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan dan
rencana penangkapan / penahanan

la.poran Kem4iuan
Pe laksanaan Penyidikan

o,o2 PEMERIKSA PAJAK
PEI.IYELIA

10. Membuat dan menyampaikan Laporan Kem4iuan Pelaksanaan
Penyidikan untuk keperluan evaluasi kegiatan penyidikan

Laporan Kemqiuart
Pelaksan aan Pe nyidikarr

o,o4 PEMERIKSA PA'AK
PET.IYELIA

1l Men5rusun resume berkas perkara

a. WP Kriteria I Resume berkas perkara o,1925 PEMERIKSA PAJAK
PEI{YELTA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. o,154 PEMERIKSA PA'AK
PET{YELIA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. o,125 I PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

d. WP Kriteria 4 s.d.a- 0,1059 PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

t2. Men5rusun daftar barang bulcti Daftar barang bukti 0,056 PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

13. Membuat Surat Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka Dan
Barang Bukti

Surat penyerahan tanggung
jawab tersangka dan barang

bukti

0,o4it PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

14. Mem bu at Laporan Kem aju an Pelaksanaan Penyidikan Laporan Kem4iuan
Pelalcsanaan Penyidikan
(Penghentian Penyidikan)

o,o4 PEMERIKSA PA.JAK
PENYELIA

15. Membuat Usul Penghentian Penyidikan Surat Usul Penghentian
Penvidikan

o,o3 PEMEzuKSA PA^JAK

PEtiYELIA

rc'. Mem buat Surat Ketetapan Pen ghentian Penyidikan Surat Ketetapan Penghentian
PenviCikan

0,o3 PEMERIKSA PA.JAK
PENYELIA

t7. Menyampaikan Informasi kerugian pada pendapatan negara Surat Inform asi Kerugian
pada Pendapatan Negara

o,06 PEMERIKSA PAJAK
PEi{YELIA

18. Menya-mpaikan hasil penelitian dan pendapat terkait dengan
permintaan penghentian penyidikan karena Wqiib Pajak telah
melakukan penyetoran pokok p4iak dan sanksi

Surat Pendapat 0,036 PEMERIKSA PAJAK
PEt.IYELIA

19. Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Penghentian Penyidikan

Surat Pemberitahuan
Pen ghentian Penyidikan
karena Wajib Pajak telatr

melakukan penyetoran pokok
paiak dan sanksi

o,o55 PEMERIKSA PA,JAK
PENYELIA

20. Menjadi saksi dalam persidangan Laporan Pelaksanaan Tugas 0,0525 PEMERIKSA PAJAK
PENYELIA

2L Membuat laporan hasil persidangan Laporan Hasil Pelaksanaan
Sidanc

0,08 PEMERIKSA P,dJAK
PEI{YELIA

III PENGEMBANGAN
PROFESI

A Pembu atan karya tulis/ karya
ifmiah di bidang perpajakan

I Membuat kar5ra tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengk4iian / survei / evalu asi di bidang perpajakan yang
dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional Buku 12,5

Semua jenjang

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
Kem enterian yang bersangku tan Naskatl 6

Semua jenjang

2. Membuat kar5ra tulis/karya ilmiatr hasil penelitian/
pen gkajian / survei / evalu asi di bidangrerpajakan yan g tidak
dipublikasikan, tetapi didokum entasikan di perpu stakaan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
seoara nasional

Buku I Semua jenjang

b. Dalam bentuk majalatr ilmiatr yang diakui oleh
Kementerian yang bersangku tan

m4ialah 4 Semua jenjang
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PELAKSANA TUGAS
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN

3. Membuat karya tuhs/karya llmlan oeruPa' LrrUaqqr qL'

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpajakan yang

dipublikasikan:
8 Semua jenjang

a. iterbitkan dan diedarkan

seca,ra nasional

ItuKu

makalah 4 Semua jenjang
b. Dat"- bentuk majalah ilmiah yang dralcur olen

Kementerian vang bersangkutan

4. Men
ga€.a
rl inr r

Lbuat makalah berupa tinjauan atau ulasan llmlall na$r

san sendiri dalam bidang pcrpajakan ya;rg tidak
hli ka sikan tetaoi didokum en tasikan di perpu st akaan:

a. Dalam bentuk buku Buku 7 Semua jenjang

3,5 Semua jenjang
b. Dalam majalah M4idah

Naskatt 2 Semuajenjang
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajaKan yang

disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu

kesatuan
Naskah 2,5 Semua jenjang

6. tutattyu-paikan prasaran berupa tinjauan' gagasan' arau

ulasanilmiahdalampertemuanilmiatrnasional(tidakharus
memberikan rekomenaasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B Penerjem ahan / PenYaduran
buku dan bahan lainnYa di
bidang perpajakan

1. Menerj em ahkan / m enyadur dl bldang perpal al{an y a.tlb

dipublikasikan
buku 7 Semuajenjang

a. Dalam bentuk buku yang diterbitlcan clan dreoarKan

secara nasional
Majalah 3,5 Semua jenjang

b. l^t^L ilnia!' tinckaf nasional
u, l-alll. Lt(;llLun ru qJ

2. Menerjematrkan/menyadur di bidang perPa1aKan yang Lrqats

dipublikasll'-an :

a. lPatam bentuk buku

b. lOA"- bentuk majalatr yang diakui oleir Instansi yang
I

lberwenang
---oiolzan

3r5 Semua jenjangbuku

makalatt 1,5
Semuajenjang

Juklak

ffiE
8 Semua jenjang

c Pen5rusunan ketentuan
pelaksanaan/ ketentuan
teknis di bidang PerP4ialian

1 Men5ru sun l(etentu an pera'lrsarr'aar I (' .,'ruq rl5

3 Semuajcnjaag
2. @ teknis di bidang perpa$akan

Ita Setiap 2 i^ or4 Semuajenjang

Iv PENUNJANG TUGAS
PEMERIKSA PAJAK

A Pengajat/pelatih di
perpajakart

bidang Mengajar / m elatlh yang DerKanran qcrrt trrr uruqr6



NO UNSUR SUB UNSUR TUGAS
JABATAN

BUTIR KEGTATAN TUGAS JABATAN HASIL KER.IA
ANGKA
KREDIT

PET,AKSANA TUGAS

B Peran sefta dalam
seminar/lokakarya di bidang
per-oajakarr

1. Meneikuti kegiatan
a Pemrasaran / penyai i / narasumber Kali 3 Semua ieniang
b Pembahas /moderator Kali 2 Semua ieniang
c Peserta Kali I Semua jenjang

2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi
a Ketua [.aporan 1.5 Semua ieniang
b Anssota laporan 1 Semua ienians

c Keanggotaan dal am organisasi
profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional : Semua ieniane
I sebagai Pengurus aktif tahun I Semua ieniane
2 sebagai Anggota alctif tahun o,75 Semua ieniang

D Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak SK o15 Semua jenjang

E Perolehan penghargaan / tanda
iasa

M e m pero le h Pe ngh ar gaart / tar'da j asa Satyalancana
Piagam 3 Semua ienians

2. 20 lua puluh) tahun Piagam 2 Semua ienians
3. lo sepuluh) tahun Piasam I Semua ieniang

F Perolehan gelar kesarjanaan
lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai
dengan bidang tugasnya

I Sarjana (S 1) /Diploma IV Iiazah / gelat 5 Semua Jenjang

2. Magister (S2) ljazah / gelar 10 Semua Jenjang

3. Doktor (S3) ljazah I gelar 15 Semua Jenjang

Salipan Sesuai Aslinia
J\

-1 J<d+bpterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
C,- \.

'Kep4a Biro Huku, Komunikasi, dan Inforrnasi hrblik,
\.., f- i

METITERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR
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LAMPIRAN II
PERATURAN MEI.ITERI PENDAYACUNAAN APAMTUR NEGARA

DAN REFORMASI BTROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NoMoR 11 TIHUN 30t6
TENTANG JABATAN FUNCSIONAL PEMERIKSA PAJAT

RINCTANKEGIATANTUGASJABATANUNTUKJABATANFUNGSIoNALPEMERIKSAPAJAKKATEGoRIKEAHLIAN

BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA
ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS
NO UNSUR

SUB UNSUR
TUGAS J^^AATAN

I PENDIDIKAN A Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar

Mengikuti Pendidikan s€kolall oatr memPerolen rJeuLalrl Ecral

1. Doktor (S3) ljazah 200 Senuajenjang

2. Ntagister (S2) ljazah 150 SemuaJenJang

3. Sarjana/Diploma IV Ijazah 100 Semua Jenjang

B Pendidikan dan pelatihan
fu n gsional / teknis Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak serta memPeroleh
Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

M."dk"tt p""didikan dan pelatihan fu ngsional/teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan memperoleh surat

Tanda Tamat Pend.idikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

I lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat 15 SemuaJenjang

2. lamanya atrtara 64f -960 jart Sbrtiftkat 9 Semua Jenjang

3. lamanya antata 481-640 jam Scrtifikat 6 SemuaJenjang

4. lamanya antara 161-480 jam Scrtifrkat 3 SemuaJenjang

5. lamanya antara 81-160 jam Sertifikat 2 SemuaJenjang

6. lamanya antara 31-8O jam Scrtifikat I SemuaJenjang

7. la'nanya kurang dari 30 jam Sertilikat o,5 Semua Jenjang

c Pendidikan dan pelatihan Pra,iabatan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prqiabatan

p"traiait.tt dan pelatihan Prajabatan tingkat III Sertifrkat 2 SemuaJenjang

PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA I NILI PERTAMAII PEMERIKSAAN,

PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN
DAN/ATAU
PENYIDIKAN BIDANG
PERPAJAKAN

A Penyiapan pelerksanaan kebijakan di

bidang Pemeriksaan, pelaksanaart
teknis Pemeriksaan oleh Petugas
pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh

kepala kantor, pencarian Fotensi
perp4iakan dan penyajian inform asi,

1.

;.

t"t"ttyi.pt an bahan untuk pelaksanaan kegiatan Bahan untuk kegiatart
pengarlratarl

0,01

Melakukan kegiatan pengarn atart Kertas Kerja Kegiatart
pengamatan

0,03 PEMERIKSA PNAK
PERTAIUA/AHLI PERTAMA

Laporan Hasil Pengam atart o,01 PEMERIKSA PAJAK

PERTAMA/AHLI PERTAMA3. Men5rusun laporan hasil pengarnatan

4. M"t"k"k-l pemeriksaan di tempat Wqiib Pajak (l'JP)
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA
ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

a. WP Kriteria Berita Acara Pertemuan,
Tanda Terima Penyampaian
Surat Perintah Pemeriksaan,
Bukti Peminjam an Dokumen,

dan dokumen lain sesuai
dengan ketentuan yang

berlaku.

0,05 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLT PERTAMA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,o4 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. O,03 PEMEzuKSA PA;AK
PERTAMA I AHLI PERTAMA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. o,o2 PEMERIKSA PAJAK
PERfAMA /ATTLI PERTAMA

D. Memeriksa buku, catatan dan dokumen wajib pajak (WP)
dan pihak eksternal yang terkait dengan pemeriksaan

a- WP Kriteria t ta.poran Kemajuan
Pemeriksaan, KKP Utam a,

KKP Pendukung, dan
dokumen lain sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

1,5 PEMERIKSA P,{^'AK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 113 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0,9 PEMEzuKSA PAJAK
PERTAMA / AIrLr PERfAMA

d. WP P.riteria 4 s.d.a. 0r8 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA / NILI PERTAMA

6. Melaktrkan permintaan keterangan dan/ atau konfirmasi
kepada W4iib Pajat< daurr/ atau pihak ketiga

Berita Acara Pemberian
Keterangan (BAPK); Surat

Permintaan Keterangan; Surat
Permintaan Bantuan Tenaga

Ahli; KKP Konfirm asi, dsb

0,05 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA / AIIU PERfAMA

7. Melakukan Pembahasan Akhir dengan Wqiib Pajak (WP)
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

a. WP Kriteria Berita Acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan,

Risalah Pembahasan, Ikhtisar
Pembatrasan, Berita Acara
Ketidakhadiran WP, dan

dokumen lain sesuai dengan
ketentu an y'aurrg berlaku .

o12 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA / NILI PERTAMA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. O,15 PEMERIKSA PAJAK
PE RTAMA / AIrLl PERfA-[\4A

c. WP Kriteria 3 s.d.a. orl PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0,05 PEMERIKSA PA^'AK
PERTAMA / AJILI PERTAMA

8. Membuat l"aporan Hasil Pemeriksaan Konsep LHP (Laporan Hasil
Pemeriksaanl

o,1 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA ! AJILT PERTAMA

9. Membuat Nota Penchituncan (nothit)
a. WP Kriteria I Nothit O,04 PEMERIKSA PAJAK

PERTAMA/AI{LI PERfAMA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,o3 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA / AIrLr PERfAMA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. o,02 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. o,ol PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA lAtrLr PERfAMA

B Penyrapan pen5rusunan norrn a,
standar, prosedur dan kn-teria di
bidang Pemeriksaan

Melakukan penelaahan sejawat dan/atau telaah khusus Kertas Kerja Penelaahan
Sejawat (KKPS), Risaiah

Penelaatran Sej awat dan / atau
Telaah Khusus

0,3 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA/A}ILI PERTAMA

c Melaksanakan kebiiakan dan
standardisasi teknis di bidang
Pem eriksaan Bukti Permulaan

I Menyiapkan sarana dan dokumen Surat peminjaman berkas,
tanda pengenal, forrrulir,

tanda selel, pakta interritas

O,03 PEMEzuKSA PAJAK
PERTAMA/N{LI PERTAMA

2. Mempelajati IDLP, dokumen yang menjadi dasar
Pemeriksaan Bukti Permulaanr, dan data lain terkait,
serta melalcukan pembahasan kasus
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

a. WP Kriteria I Kertas Keda 0,0525 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA /AITLI PERTAMA

b. WP Kriteria 2 s.d.a- O,O4 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA/AH LI PERTA.I\{A

c. WP iftiteria 3 s.d.a. 0,o35 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERfAMA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0,03 PEMEzuKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

3. Melakukan observasi lapangan Laporan Pengamatarr o,0525 PDMERTKSA PA'AK
PERTAMA/AHLT PERTAMA

4. Melakukan pem anggilan kepada pihak-pihak terkait Surat Panggilan 0,035 PEMERIKSA PAJAK
PEKTAMA I *ILI PERTAMA

5. Melakukan inventarisasi keterangan dan atau bukti yang
dirninta

Daftar keterangan dan atau
bukti

0,02 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHU PERfAMA

6. Membuat Surat Permintaan Keterangan dan atau Bukti Surat Permintaan Keterangan
dan atau Bulcti

o,o2 PEMEzuKSA PA'AK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

T. Memeriksa tempat, ru€rng, dan/atau barang
a. WP Kriteria 1 s.d.a. o12 PEMERIKSA PAJAK

PERTAMA/AHLI PERTAMA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,16 PEMERTKSA PA'AK
PERTAMA / AHLI PERfAMA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. o,r2 PEMEzuKSA PAJAK
PERTAMA I AHLI PERTAMA

d. WP Iftiteria 4 s.d.a. 0,08 PEMERIKSA PA,AK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

8. Membuat berita acara penolakan Berita Acara Penolakan 0,02 PEMERIKSA PA'AK
PERfAMA I AHLI PERfAMA

9. Melakukan penyegelan tempat, ruang, dan/atau barang Berita Acara Penyegelan 0,o38 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA IA}ILI PERfAMA
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATA}{ TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

10. Menyarn paikan laporan pelaksanaan pem eriksaan Bukti
Permulaan di lokasi

Laporan Pelaksanaan
Pem eriksaan Bulicti Perm ulaan

0,o25 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA /AHLI PERfAMA

1t Melakukan peminjarnan Bahan Bukti Daftar Batran Bukti yang
dipinjam, Surat Permintaan

Peminiaman

O,O2 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA IAHLI PERTAMA

i2. Meminta keterangan kepada pihak yang dipanggii

a. WP Kriteria I Berita Acara Permintaan
Keterangan

0,18 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

b. WP lftiteria 2 s.d.a. 0,15 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA/AHLI PERfAMA

c. WP Ikiteria 3 s.d.a. O,L2 PEMEzuKSA PA.IAK

PERTAMA /AHLI PERTAMA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. O,09 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA I AJlLl PERTAI,Ir{

13. Men5ru sun Laporan Pem eriksaan Bukti Permulaart Laporan Pem eriksaan Bukti
Permulaan

o,28 PEMERIKSA PA.JAK

PERTAMA IAHLI PERfAMA

t4. ivlembuat konsep Laporan Kejadian Konsep Laporan Kejadian o,o22 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

15. Mengumpulkan Bahan Bukti yang akan rlikembalikan
dan persiapan dokumen

Undangan dalarn rangka
pengembalian Bahan Bulcti,

Daftar Bahan Bukti yang
dikembalikan

o,03 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

16. Melakukan kegiatan pengembalian bahan bukti dan
membuat TandaTerima pengembalian Bahan bukti

Tanda Terima pengembalian
Bahan Bukti

0,o3 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

17. Melakukan pemeriksaan bahan bukti Kertas Kerja 0,06 PEMERIKSA PAJAK

PERTAMA/AHLI PERfAMA

18. lvlem buat laporan penangatran tindak pidana yang
diketahui seketika

Laporan Penanganan Tindak
Pidanayang Diketahui

Scketika

0,O2 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

19. Melakukan observasi lapangart Laporan Pelaksanaan T\rgas O,O5 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA/AHLI PERfAIUA

D Melaksanakan kebijakan dart
standardisasi teknis di bidang
Penyidikan

1. Men5ru su n j adwal p em b ah asan dim ulainya Penyidikan
dan Penetapan Tersangka

Berita Acara Penetapan
Tersangka

o,o4 PEMERIKSA PAJN(
PERTAMA I AHLI PERfAMA
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BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA
ANGKA
KRBDIT

PELAKSANA TUGAS
NO UNSUR

SUB UNSUR
TUGAS JABATAN

2. ttt"* t,, "t 
Surat Pem b eritah u an Dim u tainya Penyidikan

dan menyampaikannYa

Surat Pemberitatruan
Dimulainya PenYidikan

0,03 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERfAMA

3.

4.

M-nyam paikan Surat Permintaan lzin Penggeledahan Penetapan penggeledah an 0,015 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA I AJILI PERfAMA

M"n5ru.un permintaan bantuan penggeledahan Surat Permintaan Bantuan
Pencfeledatlan

0,o l5 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

5. Melalrukan perggeledahan

6.

a. WP Kriteria I Berita Acara Penggeled ah art 0,0525 PEMF;ruKSA PA'AT(
PERTAMA/AHLI PERTAMA

b.

c.

WP Kriteria 2 s.d.a. 0,041 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERI'AMA

WP Kriteria 3 s.d.a. o,032 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA IAHLI PERTAMA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0,025 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA IAHLI PERTAMA

Men5rusun perm intaan persetujuan penyitaan Surat Permintaan Persetujuzur
PenYitaan

0,025 PEMERIKSA PAIAK
PERTAMA IAHLT PERTAMA

Melakukan Penyitaan Berita Acara PenYitaan PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

8.

t:
l'
r
la.

I

WP Kriteria 1 s.d.a. 0,082 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERfAMA

WP Kriteria 2 s.d.a. 0,o525 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

WP Kriteria 3 s.d.a. o,o45 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA/AHLT PERTAMA

WP Kriteria 4 s.d.a. 0,038 PEMERIKSA PAJAI(
FERTAMA I AJILI PERfAIvtA

tt{.t"b"at dan -enyanpaikan Surat Panggilan Saksi,

Atrli, dan Tersangka

Surat Panggilan 0,O5 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA IAHLI PERTAMA



NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

A}iGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

9. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi

a. WP Kriteria I Berita Acara Pem eriksaan 0,1 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,08 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA I NILI PERTAMA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0,06 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA / AHLT PERTAMA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0,o4 PEMERIKSA PA'AI(
PERTAMA IAHLI PERTAMA

10. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Berita Acara Pem eriksaan 0,08 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA /AHLI PERTAMA

11. Mela kukan pemeriksaan terhadap tersamgka

a. WP lftiteria I Berita Acara Pem eriksaan 0rl PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA /AHLI PERTAMA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,08 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA /ATILT PERTAMA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0,06 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERTAMA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0,O4 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA /N]LT PERTAMA

12. Membuat surat permintaan bantuan
penan gkaPan / Penah anan

Surat Permintaan Bantuan
penangkapan / pen atranan

0,o1 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA IATILI PERTAMA

13. Melaku kan penan gkapan / pen ah anan

a, WP Kriteria I !.aporan Kegiatan
penangkapan / penahanan

0,0825 PEMERIKSA PAJN(
PERTAMA/AHLT PERTAMA

b. WP lftiteria 2 s.d.a. 0,0619 PEMERIKSA PNAI(
PERTAMA / AHLI PERTAMA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0,0413 PEMEzuKSA PA'AK
PERTAMA I AHLI PERTAMA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0,0206 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERfAMA
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

14. Melakukan Gelar Perkara Laporan Gelar Perkara 0,039 PEMERIKSA PATAK

PERTAMA / AHLI PERfAMA

15. Melakukan koordinasi dan men5rusun laporan
pelaksanaan koordinasi

Laporan Pelaksanaan Tugas 0,o5 PDMERIKSA PA,AK
PERTAMA/AHLI PERfAMA

16. Men5rusun berkas perkara Berkas Perkara 0,1855 PEMERTKSA PAJAK
PERTAMA/AHLI PERfAMA

17. Membuat Berita Acara Serah Terirr.a Barang Bukti Berita Auara Seratr Terima
Baranc Bukti

0,O2 PEI..{ERIKSA PAJN(
PERTAMA I AHLI PERTAMA

18. M enyam paikan Su rat Pem beritahu art Penyerahart
Tersancka

Surat Pemberitahuan
Penyerahan Tersangka

o,o22 PEMERIKSA PAJAK
PERTAMA I I.}ILI PERTAMA

19. Melakukan gelar perkara penghentian penyidikan Laporan Gelar Perkara
Penshentian Penyidikan

0,03 PEMERIKSA PAJAI(
PERTAMA/AHLI PERTAMA

20. Men3ru su n pem beritahu a:r penghentian penyidikan Surat Pemberitahuan
Penghentian Pen_vidikan

0,015 PEMERIKSA PAJAK

PERTAMA I I.IILI PER|rAIUA

21. Mendampingi jaksa penuntut umum dalam persidangan Laporan Hasil Pelaksanaan
Sidanc

o,o525 PEMERIKSA PAJAK

PERTAMA I AJILI PERTAMA

22. Menjadi saksi dalam persidangan Laporan Pelaksanaan Tugas o,0525 PEMERIKSA PA'AK
PERTAMA / AHLI PERTAMA

PEMERIKSAAN,
PEMEzuKSAAN BUKTI
PERMULAAN
DAN/ATAU
PENYIDIKAN BIDANG
PERPA.JAKAN

A Penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang Pemeriksaan, pelaksanaan

I Menyiapkan bahan untuk membuat usulan pemeriksaan Dokumen, data dan informasi
Waiib Paiak fWP)

0,02 PEMERIKSA PAJN(
MUDA/AHLI MUDA

teknis Pemeriksaan oleh petugas
pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh
kepala kantor, pencarian Potensi
perpajakan dan penyajian inform asi,
melakukan pemeriksaan

2. Melakukan analisis data Wajib Pajak Analisis Laporan Keuangart
(ALK), Potensi Pajak

0,1 PEMEzuKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

3. Membuat usulan pem criksaan Risatah Usulan Pem eriksaan 0,02 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

4. Menyiapkan bahan untuk membuat Rencana
Pemeriksaan dan Rencana Program Pemeriksaan

Dokumen, data dan informasi
mengenai Wajib Pajak yang

alcan diperiksa

0,1 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

5. Melakukan analisis data Wajib Pajak (WP) yang akan
diperiksa

a. WP Kriteria I KKP ldentifrkasi Masalah; KKP
ALK

0,1 PEMERIKSA PA'AK
IY{UDA/AHLI MUDA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. o,08 PEMERIKSA PA'AI(
MUDA/AHLI MUDA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. O,06 PEMEPJKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGTATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0,o4 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

6. Membuat Rencana Pemeriksaan dan Rencana Program
Pemeriksaan

a. WP Ikiteria 1 KKP Rencana Pemeriksaan
dan Program Pemeriksaan

0,1 PEMERIKSA PNAI(
MUDA/AHLI MUDA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. O,08 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0,06 PEMERIKSA PAJAK

MUDA/AHLI MUDA

d. $.rP lftiteria 4 s.d.a. 0,04 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

7. Membuat daftar temuan hasil pemeriksaan SPHP 0,1 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

8. Melakukan reviu LHP LHP o,6 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

B Penyiapan penJru sunan norm a,

standar, prosedur dan kriteria di
bidang Pemeriksaan

Menyiapkan materi QA Materi QA 0,02 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

c Melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Bukti Permulaan

1 Melakukan permintaan membuka rahasia nasabah
penyimpan

Daftar nama bank yang akan
dimintakan untuk dibuka dan
permintaan membuka rahasia

nasabatr penyimpan

0,06 PEMERIKSA PA,AK
MUDA/AHLI MUDA

2. Men5rusun daftar pihak-pihak yang akan dipanggil Dafar pihak yang akan
dipanccil

0,036 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

3. Melakukan Permintaan Keterar^gart dan atau Bulcti Daftar Bahan Bukti dan
keteran{an vanc diminta

PEMERIKSA PAJAK

MUDA/AHLI MUDA

a. WP Kriteria 1 s.d.a. 0,08 PEMERIKSA PAJAK

MUDA/AHLI MUDA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,064 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. 0,o5 PEMERIKSA PNN(
MUDA/AHLI MUDA

d. WP lftiteria 4 s.d.a. 0,o36 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLT MUDA

4. Menyam paikan pem beritahu an Pem eriksaan Bukti
Permulaan

Tanda Terima surat
pem beritahu an pctn eriksaart

bukti permulaanr

0,028 PEMEzuKSA PA,AK
MUDA/AHLI MUDA

5. Melakukan pengunduhan data elektronik Berita acara perolehan data
elektronik

o,2o75 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

6. Melakukan analisis kasus Hasil analisis kasus 0r1 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA



- l0-

NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANATUGAS

D

7. Melaku kan analisis Yuridis Hasil analisis yuridis 0,1 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

8. Men5rusun kertas keda Pemeriksaan Bukti Permulaart

a. WP Kriteria I Kertas Kerja Pem eriksaart
Bukti Permulaan

0,3 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,25 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. o12 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLT MUDA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. 0, i6 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLT MUDA

9. Menga.urankan pelaku dan barang bukti Laporan Pelaksanaan Tugas 0,105 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI }.{UDA

!o. Mempelajari IDLP, Laporan Pemeriksaan Bulrti
Permulaan, dan [.a.poran Kejadian

Rencana kerja Pem eriksaan
Bukti Permulaan

o,2 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

Melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang
Penyidikatt

I Meminta bantuan Pihak ketiga Surat Permintaan Bantuan
Pihak Ketiga

0,06 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/.{HLI MUDA

2. Membuat dan menyampaikan Surat Permohonart
Pencegahan ke Luar Negeri

Surat Permohonart
Pencegahan ke Luar Negeri

0,07 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

3. MenJrusun Surat Perintah Penggeledahan Surat Perintatr Penggeledahan 0,03 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHU MUDA

4. Membuat Surat Permintaan lzin Penggeledahan Surat Permintaan Izin
Penggeledatran

0,03 PEMERIKSA PAIAK
MUDA/AHLT MUDA

5. Men5rusun Surat Perintdr Penyitaan Surat Perintah PenYitaan 0,03 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI IViUDA

6. Membuat Surat Permintaan lzin Penyitaart Surat Permintaan lzin
Penyitaart

0,o3 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

7. Menyampaikan Surat Permintaan lzin Penyitaan Penetapan penyitaan 0,05 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

8. Men5rusun daftar pertanYaan Daftar Pertanyaan 0,04 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/',AI{LI MUDA

9. Membuat Laporan Kem ajuan Pelaksanaan Penyidikan

darr rencana penangk apan I pedahanan
l.a.poran Kem4iuan

Pelaksanaan Penyidikart
0,02 PEMERIKSA PA'AK

MUDA/AHLI MUDA

10 Membuat dan menyo'nPaikan Laporan Kemqiuart

Pelaksanaan Penyidikan untuk keperluan evaluasi

kegiatan penldikart

Laporan Kemqiuan
Pelaksanaan Penyidikan

0,04 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

11. Men5rusun resume berkas Perkara

a. WP Kriteria 1 Resume berkas perkara 0,385 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,308 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TLIGAS

c. IWP Kriteria 3 s.d.a. 0,25O3 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

d. IWP Kriteria 4 s.d.a- o,2L\8 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

12. Membuat surat penyerahan berkas perkara Surat penyerahan berkas
perkara

O,O2 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

13. Menyrsun daftar barang buticti Daftar barang bukti 0,056 PEMEzuKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

14. Membuat Sur'at Penyera-lran Tanggung Jawab Tersangka
dan Barang Bukti

Surat Penyerahan Tanggu ng
Jawab Tersangka dan Brang

Bukti

o,048 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

15. Membuat Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab
Tersangka

Berita Ac-ara Penyeratran
Tanggung Jawab Tersangka

0,02 PEMEzuKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

16. Mem bu at Laporan Kem aju an Pelaksanaan Penyidikan l,aporan Kemajuan
Peiaksanaan Penyidikart

( Penghenti an Penyidikan)

O,04 PEMEzuKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

t7. Membuat Usul Penghentian Penyidikan Surat Usul Penghentian
Penyidikan

0,152 PEMEzuKSA PA'AI(
MUDA/AHLI MUDA

18. Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Surat Ketetapan Penghentian
Penvidikan

o,o3 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

19. M enyam paikan lnform asi keru gian pada pendapatan
negara

Surat Informasi Kerugian
pada Pendapatan Negara

0,06 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI ivlUDA

20. Menyar"paikan hasil penelitian dan pendapat terkait
dengan permintaan penghentian penyidikan karena
Wajib Pqiak telah melakukan Penyetoran pokok P4iak
dan sanksi

Surat Pendapat 0,036 PEMERIKSA PAJN(
MUDA/AHLI MUDA

2L Membu at dan m enyampaikan Surat Pem beritatru an

Penghentian Penyidikan
Surat Pemberitahuart

Penghentian Penyidikan
karena Wajib Pajalc telah

melakukan penyetoran pokok
pqiak dan sanksi

0,055 PEMERIKSA PAJAK
MUDA/AHLI MUDA

22. Membuat Laporan Hasil Persidangan laporan Hasil Pelaksanaan
Sidang

o,08 PEMERIKSA PA'AK
MUDA/AHLI MUDA

PEMERIKSAAN,
PETVIERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN
DAN/ATAU
PENYIDIKAN BIDANG
PERPAJAI(AN

A Pen5napan pelaksanaan kebijakan dt
bidang pemeriksaart

23. Mengikuti dan berperan aktif dala.cr pembahasan
kebijalcan di bidang pemeriksaan

Undangan ragat/ Surat Tugas
dan daftar hadir/LHR

o,24 PEMERIKSA PAJAK
MADYA/AHLI MADYA

B Penyiapan penJrusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria di
bidang Pemeriksaan

24. Melaku kan pem batrasart Risalah Pembahasan QualiA
Assntrancr- / BeritaAcara

Ketidakhadiran Wajib Pajalc

Dalam Pembahasan Dengan
fim QualitA Assurance

Pemeriksaan

0,15 PEMERIKSA PNAK
MADYA/AHLI MADYA
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

I

2s. Menyiapkan pelaksanaan penelaah an sej awat dan / atau
telaah khusus

Daftar LHP dan/atau
untuk di-peer

KKP 0,03 PEMERIKSA PAJAK
MADYA/AHLI MADYA

26. Men5rusun laporan penelaahan sejawat dan/atau telaah
khusus

Laporan penelaahan sejawat
dan/atau telaah khusus

0,03 PEMERIKSA PAJAK
MADYA/AHLI MADYA

27. Melaksanakan Revru Kertas Kerja Reviu 0,6 PEMERIKSA PA,AK
MADYA/AHLI MADYA

23. Menvusun Risalah Rcviu Risalah Reviu 0,03 PEMERIKSA PAJAK
MADYA/AHLI MADYA

29. Menyiapkan m ateri sosialisasi peratu ran / kebij akan di
bidang pemeriksaa,n

materi sosialisasi o,ol5 PEMERIKSA PAIAK
MADYA/AHLI MADYA

30. Melakukan sosialisasi peraturan / ketrijakan di bidang
pemeriksaan

Laporan pelaksanaan
sosialisasi

0,18 PEMEzuKSA PAIAK
MADYA/AHLI MADYA

c Melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang Intelijen
dan Penyidikan Perpajakan

I Membuat rencana kerja Pemeriksaan But<ti Permulaanr Rencana kerja Pem eriksaan
Bukti Permulaan

O,24 PEMERIKSA PA'AK
MADYA/AHLI MADYA

2. Mem buat rencana penyidikan Rencana Penyidikan PEMDRIKSA PNAK
MADYA/AHLI MADYA

a. WP Kriteria I s.d.a. o,2725 PEMERIKSA PAJAI(
MADYA/AHLI MADYA

b. WP Kriteria 2 s.d.a. 0,255 PEMERIKSA PAJAI(
MADYA/AHLI MADYA

c. WP Kriteria 3 s.d.a. o,lg PEMDRIKSA PAJAK
MADYA/AHLI MADYA

d. WP Kriteria 4 s.d.a. o,L2 PEMEzuKSA PA'AK
MADYA/AHLI MADYA

3. Menentukan urutan pem eriksaan Daftar Urutan Pem eriksaart 0,06 PEMERIKSA PAJAK
MADYA/AHLI MADYA

4. Menyampaikan usul Gelar Perkara Surat Usul Gelar Perkara o,036 PEMERIK$A PAJAK
MADYA/AHLI MADYA

5. Membuat rencana dan usul pelaksanaan koordinasi
dengan pihak terkait

Surat Undangan Koordinasi o,L2 PEMERIKSA PA,AK
MADYA/AHLI MADYA

6. Menyampaikan informasi hak dan kewajiban Wajib Pqiak Berita Acara Pem eriksaan 0.09 PEMERIKSA PA,AK
MADYA/AHLI MADYA

D Melaksanakan kebij akan dan
standardisasi teknis di bidang
Pemeriksaan Bulicti Perrrr ulaan

I Melakukan Penelaahan usul Pemeriksaan tsulrti
Permulaanr

Berita Acara Penelaatran (Usul
Pemeriksaan Bukti

Permulaan)

O,l2 PEMERIKSA PA'AK
MADYA/AHLI MADYA

2. Melakukan Penelaa.han tindak lanjut Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Berita Acara Penelaahan

ffindd< Lanjut Pemeriksaan
Bukti Permulaan)

0,18 PEMERIKSA PA'AK
MADYA/AHLI MADYA

E Melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang
Penyidikan

1. Melakukan Penelaahan Penetapan Tersangka Berita Acara Penelaatran

{Penetapan Tersangka)
0,18 PEMERIKSA PA'AK

MADYA/AHLI MADYA
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAI'I HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

2. Melakukan Kegiatan Asistensi Pelaksanaan Penyidikan Laporan Asistensi 0,18 PEMERIKSA PAJAK
MADYA/AHLI MADYA

III PENGEMBANGAN
PROFESI

A Pem buatan katya tulis/ karya ilm iah
di bidang perpajakan

I Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pe n gkaj ian / su rvei / evalu asi di bi dangperpajakan yang
dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional Buku 12,5

Semuajenjang

b. Dalarn bentuk majalah iltniah yang diakui oleh
Kem enterian yang bersangku tan Naskatr 6

Semua jenjang

2. Membiiat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian /suruei/ evaluasi di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

Buku 8 Semuajenjang

b. Dalam bentuk majalatr ilmiah yang diakui oleh
Kem enterian yang bersangliu tan

majalatt 4 Semuajenjang

3. Membuat kar5ra tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan itmiah hasil gagasan sendiri di bidang pcrpqiakan
yang dipublikasikan:

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

Buku 8 Semua jenjang

b. Dalam bentuk majalatr ilmiah yang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan

makalah 4 Semua jenjang

4. Membuat makalatr berupa tinjauan atau ulasan ilmiafi
hasil gagasan sendiri dalam bidang perp4iakan yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

a. Dalam bentuk bulor Buku 7 Semua jenjang

b. Dalam majalatr Mqialah 3,5 Semuajcnjang
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perp4iakan

yang disebarluaskan melalui media rnassa yang
merupakan satu kesatuan

Naslcatr 2 Semuajenjang

6. Menyampaikan pra.saran berupa tinjauan, gagasan, atau
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak
harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir)

Naskatt 2,5 Semuajenjang

B Penedem ahan/penyaduran buku dan
batran lainnya di bidang perpajakan

I Menerjem ahkan / m enyadur di bidang perpqiakan yang
dipublikasikan
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NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABMAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSANA TUGAS

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

buku 7 Semuajenjang

b. Dalam bentuk mqialah ilmiah tingkat nasional Ma.ialatr 3,5 Semuajenjang

2. Meneg'em ahkan / m enyadur di bidang perpajakan yang
tidak dipublikasikan :

a. Dalan bentuk buku buku 3r5 Semua jenjang

b. Dalam bentuk mqialah yang diakui oleh Instansi
yang berwenang

malcalah 1,5
Semuajcrrjang

c Pen-vrr sunan ketentu an pelaksanaan /
ketentuan teknis di bidang perp4jakan

l. Men5rusun ketentuan pelaksanaan di bidang perp4iakart Juklak
8

Semuajenjang

2. Men5rusun ketentuan teknis di bidang perpajakan Juknis 3 Semua jenjang

IV PENUNJANG TUGAS
PEMERIKSA PA.JAK

A Pengajar / pelatih di bidang perpajakan Mengajar/ m elatih yang berkaitan dengan bidang perpqiakan Setiap 2 jto o,4 Semuajenjang

B Peran serta dalam seminar/lokakarya
di bidang perpajakan

L M engiku ti ke gi atan se m in ar / lokakarya/ konferen si di
bidang perpajakan sebagai :

a Pemrasaran / penyaji / narasumber Ka!i 3 Semua jenjang

b Pembatras /moderator Kali 2 Semuajcnjang

c Peserta Kali 1 Semuajenjang

2. Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiatt

a Ketua [a.poran 1,5 Scmuajenjang

b Anggota L,aporan I Semuajenjang

c Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota orgamisasi profesi Nasional : Semuajenjang

I sebagai Pengurus aktif tahun I Semuajenjang

2. sebagai Anggota aktif tatrun o,75 Semuajerfang

D Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak SK o,5 Semuajeqimg

E Perolehan penghargaan / tanda jasa Mem peroleh Pen gh ar gaan / tanda j asa Satyalancan a
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tatrun Piagan 3 Semua jenjang

2. 2O (dua puluh) tahun Piaganr 2 Semuajenjang

3. l0 (sepuluh) tahun Piagam I Scmua jenjang

F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak scsuai dengan
bidang tugasnya

I Sarjana (S 1)/ Diploma IV ljazah I gelar 5 Semua Jenjang



NO UNSUR
SUB UNSUR

TUGAS JABATAN
BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL KERJA

ANGKA
KREDIT

PELAKSAI'.IA TUGAS

2. Magister (S2) Ijazah / gelar 10 Semua Jenjang

3. Doktor (S3) Ijazala / gelar 15 Semua Jenjang

Sdrqrt Sesuai Aslinya

K",treft.rian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KeBfletsiro Huku, Komunikasi, dan Informasi Publik,
.t'\, 1 7,.,\
.\l

MENTERI
PENDAYAGUNA.P.N APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

L



TAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBUK INDONESI,A
NoMoR 11 TAI{ut$ 

'ot6TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMUIATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DENGAN PENDIDII(AN DIPI,OMA III

NO. UNSUR PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOI-ONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

JABATAN ITUNGSIONAL PEMERIKSA PA.JAK

PELAKSANA/TERAMPIL PEI..AKSANA LANJUTAN / MAHIR PEITYELIA

Illc illd lllla III/b III/c III/d
I UNSUR UTAMA

A. Pendidikan
l. Pendidikan sekolatr 60 60 60 60 60 60
2. Diklat

B. Pemeriksaan
C. Pemeriksaan Bukti Permulaan
D. Penyidikan
E. Pengembangan profesi

> 80% 16 32 72 Lt2 t92

2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang
pelal<sanaan tugas Pemeriksa Paj ak

< 20Vo 4 8 18 28 48

JUMLAH 60 80 100 150 200 300

€r

S alihar.r'Se su ai A slinya
Kementbrian.?endayagunaan Aparatu r Negara dan Reformasi Birokrasi
Kepala Bho Huku, Komunikasi, dan Informasi Publik,

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAI.I REFORMASI BIROKRAS I REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR
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II.MPIRAN IV
PERATURAN MENTEzu PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFOI'MASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NoMoR il TArtlr. , ?01(o
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PA'AK

JI,IMLAH ANGKA KREDIT KI,'MUIATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JAEATAN/PANCKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PA'AK

DENGAN PENDIDIKAN SAR.'ANA (ST}/DIPIOMA IV

NO UNSUR PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOT,ONGAN RUANG DAN ANGKA KREDTT

JABATAN FUNGSTONAL PEMERIKSA PA'AK

PERTAIVLA / AHLI PERTAMA MUDA/AHLI MUDA MADYA/AHLI MADYA

TII/ a III/b III/c III/d IY /a IV/b Nlc
I UNSIJR UTAMA

A. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 100 100 100 100 100 100 100
2. Diklat

B. Pemeriksaan
C. Pemeriksaan Bukti Permulaan
D. Penyidikan
E. Pengembangan profesi

> 809/0 40 80 160 240 360 480

2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yzrng menunjang
pelaksana.ur tugas Pemeriksa
Pajak

! 2Qo/o 10 20 40 60 90 r20

JUMLAH 100 150 200 300 400 550 700

Saliq_alt Sesuai Aslinya
Kemeriterian Pendayagunaan Aparatur Negara
Kepalq Qiro.$uku, Komunikasi, dan Informasi

dan Reformasi Birokrasi
Ptrblik,

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK TNDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR



IAMPIRAN V
PERATURAN MEMERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NECARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NoMoR 1l TMUTJ ?O(b
TEMANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

JUMIAH ANGKA KREDIT KUMUIATIF MIMMAL
UNTT,K PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PA'AK

DENGAN PENDIDII(AN MAGISTER (S2I

NO UNSUR PERSENTI+SE

JENJANG JABATAT'I/GOLONGAN RUANG DAN ANGT(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA P,q.'AK

PERTAMA /ArlLr
PERTAMA

MUDA/AHLI MUDA MADYA/AHLI MADYA

III/b III/ c III/d IY /a rv lb IV /c
I UNSUR UTAMA

A. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 150 150 150 150 150 150
2. Diklat

B. Pemeriksaan
C. Pemeriksaan Bulcti Permulaan
D. PenyiCikan
E. Pengembangan profesi

> 8oo/o 40 r20 20Q 320 440

2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang
pelaksanaan tugas Pemeriksa
PajaJ<

< 20o/o 10 30 50 80 ll0

JUMLAH 150 200 300 400 550 700

.\.
S4finan\esuai Aslinya
rcofr*,+an Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kepdla Biro ttuku, Komunikasi, dan Iniormasi F:blik,

MET-ITERI

PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESTA!

ttd

ASII,TAN ABNUR



I.,AMPIRAN VI
PERATURAN MENTER,I PENDAYAGUNAAN APARATUR NFCARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERII$A PA'AK

JUMI.AH ANGKA KREDIT KTJMUIATIF MINIMAL
UNTUK PENGANCKAI.{N DAN KENAIIiAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIXSA PAJAK

DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3}

NO. UNSUR PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDTT

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

MUDA/AHLI MUDA MADYA/AIILI lvi,6DYA

lll/c rrr/d tvle ) rv/b I tY ic
I UNSUR UTAMA

A. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200

2. Diklat

B. Pemeriksaan
C. Pemeriksaan Bukti Permulaan
D. Penyidikan
E. Pengembangan profesi

2 8oo/o 80 160 280 400

2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang menunjang
pelaksanaan tugas Pemeriksa Pajak

s 2oo/o 20 40 70 100

JUMLAH 200 300 400 550 700

Salinan Sesuai Aslinya
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kepala Birb Huku, Komunikasi, dan Informasi hrblik,

MEI.ITERI

PEND.{YAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRAST REPUBLIK INDONESI.A,

ttd

ASMAN ABNUR
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